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PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 4/ 1/PBI/2002
TENTANG

PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BANK UMUM KONVENSIONAL
MENJADI BANK UMUM BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

DAN

PEMBUKAAN KANTOR BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Menimbang: a

Mengingat : 1

OLEH BANK UMUM KONVENSIONAL

GUBERNUR BANK INDONESIA,

bahwa ddam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan
jasa pdayanan peabankan syaigh  yang samakin meningkat,
dipeluken  jaringan kantor bank yang meakuken Kegiatan
Ustha Bedasarken Pringp Syarigh  yang lebih  luas dan
mudah dijangkau;

b. bahwa keentuan mengena Bak Umum yang medakukan

Kegigdan Ussha Bedasarken Prindp Syaiah yang saat ini
berlaku perlu disempurnakan untuk mendorong
perkembangan  jaringan kantor bank  yang  meakukan
Kegiatan Usaha Berdasarkan Pringp Syariah;

C. bahwa sehubungan dengan hd tersebut di aas  dipandang

perlu  untuk  menetgpkan  ketentuan  tentang  Perubahan
Kegigdan Ustha Bank Umum Konvensond menjadi Bank
Umum Berdasarkan Prindp Syariah dan Pembukaan Kantor
Bank Berdasarkan Pringp Syariah oleh Bank  Umum
Konvensond ddam suatu Peauran Bak  Indonesa
tersendiri;

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negaa Nomor 3472) sebagamana tdah diubah
dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran
Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3790);

2. Undang ...
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2. Undangundang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesa (Lembaran Negaa Tahun 1999 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BANK UMUM

KONVENSIONAL MENJADI BANK UMUM
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DAN
PEMBUKAAN KANTOR BANK BERDASARKAN
PRINSIP SYARIAH OLEH BANK UMUM
KONVENSIONAL

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ddam Peraturan Bank Indonesiaini yang dimaksud dengan:

1.

Bank addah Bank Umum sebagamana dimeksud ddam Pesd 1 angka 3
Undangundang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagamana
tdah dubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang
me akukan kegiatan ussha secara konvensond,;

Kegigdan Ussha Beadasakean Pringp Syaiah addah kegigan usasha
perbankan yang dilakukan berdasarkan  Pringp  Syariah  sebagamana
dimaksud ddam Pasd 1 angka 13 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbanken sebagamana  tdah  diubeh dengan  Undang-undag
Nomor 10 Tahun 1998;

Pringp Syaiah addah pringp syaiah sdbagamana dimaksud ddam Pasd 1
angka 13 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimanatel ah diubah dengan Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998;

Kantor Cabang addah kantor Bak yang secaa langsung  bertanggung
jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan, dengan damat tempat
usshayang jelas dimana Kantor Cabang terssbut melakukan usshanya;

5. Urit ...
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. Unit Ussha Syariash addah unit kerja di kantor pusat Bank yang berfungd
sebaga kantor induk dari Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah,

. Kantor Cabang Syarish addah Kantor Cabang Bank yang meakukan
Kegiatan Usaha Berdasarkan Pringp Syariah;

. Kantor di bawah Kantor Cabang addah Kantor Cabang Pembantu atau
Kantor Kas yang kegiatan usshanya membantu Kantor Cabang induknya;

. Kantor di bawah Kantor Cabang Syariah addah Kantor Cabang Pembantu
Syaish aau Kattor Kas Syaiah yag mdakukan Kegigan Usdha
Beardasatkan  Pringp  Syariah ddam rangka membantu  Kantor Cabang
Syaiahinduknyg

. Unit Syaiah addah sauan kerja khusus dai Kantor Cabang aau Kantor
Cabang Pembantu Bank yang kegiagan usshanya meakukan penghimpunan
dang, penyduran dana, dan pemberian jesa perbankan lainnya Berdasarkan
Pringp Syariah ddam rangka persgpan peubahan menjadi Kantor Cabang
Syaiah;

10.Kegigan Kas di luar Kaitor Bank addah kegiatan pedayanan kas

Beadasakan Pringp Syaiah terhadgp pihak yang tdah menjadi nasabah
Bank, mdiputi antaralain:

a Kas Mohil aau Kas Tergoung yatu kegiatan kas dengan mengguneken
da trangportad darat atau air;

b. Paymet Point yatu kegiagan pdayanan pembayaan mddui kerjasama
antara Bank dengan pihak lain yang merupakan nasabah Bank;

C. Anjungan Tuna Mandiri (ATM) vyatu kegiagan kas yang dilakukan
secaa dektronis untuk memudahkan nasabah, antara lain ddam rangka
menaik aau menyetor secara tuna, dau  mdakuken  pembayaran
mddui  pemindahbukuan, dan  mempeodeh  inffomeds  mengena
sddo/mutas rekening nasabah;

11.Dewan Syarigh Nasond addah dewan yang dibentuk oleh Mgdis Ulama

Indonesa yang betugas dan memiliki  kewenangan untuk  menetgokan
fawa tentang produk, jasa, dan kegiaan bank yang mdakukan Kegiatan
Usaha Berdasarkan Pringp Syariah;

12.Dewan  Pengawas Syaiah addah dewan yang  keanggotaannya

direkomendaskan oleh Dewan Syarigh Nadond dan ditempakan pada
Bank yang mdakukan Kegigan Ussha Bedasakan Pringp  Syaniah,
dengan tugas dan kewenangan yang diatur oleh Dewan Syarish Nasond;

13. Direks ...



13. Direks:

a bag Bank bebentuk hukum Perssroan Terbatas addah  direks
sebagamana dimaksud dalam Pasd 1 angka 4 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas,

b. bag Bak bebentuk hukum Perusshaean Dagrah addah  direks
sebagamana dimaksud ddam Pasd 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun
1962 tentang Perusahaan Dagrah;

Cc. bagi Bank bebentuk hukum Koperas addah pengurus sebagamana
dimeksud ddam Pasad 29 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasan;

14. Komisais

a bag Bank bebentuk hukum Peseroan Tebaas addah komisaris
sebagaimana dimeksud ddam Pesd 1 angka 5 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas,

b. bagi Bank berbentuk hukum Perustheen Dagrah addah pengawes
sebagaimana dimaksud dadam Pasd 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun
1962 tentang Perusahaan Daerah;

Cc. bagi Bank berbentuk hukum Koperas addah pengawas sebagamana
dimeksud ddam Pasa 38 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasan;

15.Pgabat Eksekutif addah pgaba yang mempunya pengaruh  terhadap
kebijakan dan operasond Bank sata bertanggungiawab langsung kepada

Direks;

16.Pemegang Saham Pengenddi addah badan hukum dan aau perorangan dan
atau kdompok usahayang:

a memiliki sshan Bank sebesr 25% (dua puluh lima persraus) aau
lebih dai jumlah ssham yang dikduaken Bank dan mempunya hak
Uarg aau

b. memiliki ssham Bank kurang dai 25% (dua puluh lima perseraus) dari
jumlah ssham yang dikduarkan Bank dan mempunya hek suara namun
dapat  dibuktikan tdah mdakukan pengenddian Bank bak secara
langsung maupun tidek langsung.

BABII ...
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BAB Il
PERIZINAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA
BANK UMUM KONVENSIONAL MENJADI
BANK UMUM BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Pasd 2

(1) Bank yang mdakukan kegigan ussha secaa konvensond hanya depa
mengubah  kegigdan usthanya menjadi Bank yang mdakukan Kegiaan
Ussha Bedasarken Pringp Syaiah dengen izin dai Dewan Gubernur Bank
Indonesia

(2) Rencana perubahan kegiatan ussha sebagamana dimeksud ddam ayat (1)
wagib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan Bank.

(3) Pemberian izin sebagamana dimeksud ddam ayat (1) dilakukan ddam dua
tahap:

a pesuyuan prindp, vatu pesgujuan  untuk mdakukan  perdagpan
perubahan kegiatan usaha; dan

b. izin peubshen kegidan ussha, vyatu izn untuk maakukan Kegaan
Ussha Bedasakan Pringp Syaiah sgtdah  padgpan  ssbagamana
dimaksud dalam huruf asdesal dilakukan.

Pasal 3

(1) Pemohonan untuk  mendapatkan  pearsetuyjuan  prindp  sebagamana
dimeksud ddam Pasd 2 aya (3) huruf a digukan oleh Bank kepada
Dewan Gubernur Bank Indonesiadan wgjib disertai dengan:

a rancagan perubahan anggaran desr yang ssa tegas mencantumkan
bahwa Bank medakukan Kegiagan Ussha Berdasarkan Prindp Syariah
Serta penempatan dan tugas tugas Dewan Pengawas Syariah;

b. datakepemilikan berupa

1. ddftar cdon pemegang séham berikut rinden  besanya masng-
mesng kepemiliken saham bagi Bank yang bebentuk  hukum
Perseroan Terbatas/Perusahaan Dagrah;

2. ddfter ...
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2. ddaftar cdon anggota berikut rincian jumlah dmpanan pokok dan

gmpanan wgib, sarta daftar hibsh bagi Bank yang berbentuk hukum
Koperas;

dalam hd terjadi perubahan;

C. ddftar

cdon anggota dewan Komisxis dan Direkd yang memenuhi

persyaratan sebagamana  ditetgpkan ddam  Peraiuran Bank  Indonesa
tentang Bank Umum berdasarken Prindp Syarish yang berlaku, diserta

Oengan:

1. contoh tanda tangan dan paref;
2. identitas dan dokumen sebagai berikut:

vi.

pasfoto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;

fotokopi tanda pengend berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP)
atau paspor;
riwayat hidup;

urd  penydaan  pribadi yang menyaekan  tidek  perneh
melakukan tindekan tercda di bidang perbankan, keuangan dan
ussha lannya, tidek penah dihukum karena terbukti meakukan
tindak pidana kgahatan dan tidek sedang ddam masa pengenaan
sanks  untuk dilarang menjadi pengurus bank dan aau Bank
Perkreditan Rakya  sébagamana diatur  ddam  ketentuan
Penilaan Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) yag
ditetgpkan oleh Bank Indonesig;

urat  penydsen  pribadi yang  menyaekan  bahwa  yang
bersangkutan tidek pernah dinyatakan palit dan tidek pernah
menjadi  pemegang saham, anggota Direkd aau Komisaris yang
dinyatakan beasdah menyebabkan suau  perseroan  dinyatakan
palit berdasarkan ketetgpan pengadilan ddam wektu 5 (lima)
tahun sebelum tangga penggjuan permohonan; dan

surat keterangan atau bukti tertulis dari Bank tempa bekerja
sbdumnya mengena pengdaman  operasond di bidang
perbankan bagi cadon anggota Direks aau  bagi cdon anggota
dewan Komisaris yang telah berpengdaman;

3. fotokopi Kartu Izin Menetgp Sementara (KIMS) dan fotokopi surat

izin bekerjadari indand berwenang, bagi warga negara asng:

i untuk ...



i. utuk Direks; dan atau

ii. untuk anggota dewan Komisais yang bermeksud menetgp di
Indonesig;
. Sura pernyataan tidak merangkap jabatan meebihi ketentuan:

I. sshaga anggota dewan Komisais sebanyak-banyaknya pada 1
(satu) bank lain atau Bank Perkreditan Rakyet; aau

ii. sehaga anggota dewan Komisxis, Direks, aau Pegabat
Eksskutif yang memeluken tanggung jawab penuh  sebanyek-
banyaknya pada 2 (dud) lembaga/perusshean lan bukan bank
atau bukan Bank Perkreditan Rakyat.

bagi anggota dewan Komisais,

. Sura peanyaaan tidek merangkagp jabatan bagi anggota Direks
sebaga anggota dewan Komisaris, Direkd aau Pgabat  Eksekutif
pada lembaga perbankan, perusahaan aau lembagalain.

. Surat  penyataan dai anggota dewan Komisaxis bahwa  yang
bersangkutan tidek mempunya  hubungan kduarga dengan mayorites
anggota dewan Komisaris sampa  dengan dergat  kedua dengan
Sesama anggota dewan Komisarislainnya

. urd pemnyataan dai  anggota Direks bahwa yang bersangkutan
tiddk mempunya hubungan kduarga dengan mayoritas  anggota
dewan Direks sampa dengan dergat kedua termasuk besan dengan
sesamaanggota Direks atau anggota dewan Komisaris lainnya

. ura penyataan dari anggota Direkd bahwa yang bersangkutan bak
secaa endiri-sendiri maupun  bersamarsama tidek memiliki - saham
mdebihi 25% (dua pulun lima perseratus) dari modd disetor pada
Suatu perusahaan lain.

ddam hd terjadi perubahan;
d. rencanasusunan dan struktur organisas sertapersondig;
rencana srategis jangka menengah dan panjang (cor por ate plan);

. rencana kerja (business plan) tahun petama yang sekurang-kurangnya
memuat:

1. dud kedayakan mengena pduang pasx dan potens ekonomi yang

berkatan dengan perbankan syariah;

2. rencam ...
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2. rencana  kegigan ussha yang mencakup  penghimpunan  dan
penyduran dana sata langkahtlangkeh kegiatan yang akan dilakukan
dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan

3. proyeks neraca, laporan laba rugi dan lgporan aus kas bulanan
sdanma 12 (dua bdas) hbulan yang dimula sgdak Bank akan
melakukan K egiatan Usaha Berdasarkan Pringp Syariah;

g pedoman mangemen risko, rencana dd9em  pengenddian  intern,
rencana d9em teknologi  informes  yang diguneken dan  skda
kewenangan;

h. 9g¢em dan prossdur keja mengena Kegiaan Usasha Berdasarkan
Prindgp Syariah;

I. rencana penydesaian sduruh hek dan kewgiban Bank terhadgp nessbeh
yang tidak bersedia menjadi nasabah Bank berdasarkan Pringp Syariah;

. ddaftar cdon anggota Dewan Pengawas Syariah diserta dengan dokumen
identitas berupa fotokopi KTP, pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran
4x6 cm, riwaya hidup, sura keterangan aau bukti tertulis dari  bank
tempat bekerja ssbdumnya mengena pengdaman operasond di bidang
perbanken bagi cdon anggota Dewan Pengawas Syaish yang teah
berpengalaman;

(2) Deftar cdon pemegang sshan aau ddftar cdon anggota ssbagamana

dimaksud ddam ayat (1) huruf b:

a ddam hd perorangan wgjib disertai dengan:

1. dokumen sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) huruf ¢ angka 2 i, 2
ii, 2iii dan 2,

2. sua penyasan dai cdon Pemegang Ssham  Pengenddi  yang
menyatakan  kesedigan  untuk  mengatas  kesulitan  permodaan
maupun likuiditas yang dihadgpl Bank ddam menjdankan kegiaan
usahanya, dan

3. sura penyaaen pribadi yang menyatekan tidek pernah  meakukan
tindekan tercda di bidang perbankan, keuangan dan usdha lainnya,
tidek penah dihukum kaena terbukti meakukan tindak pidana
kgahatan dan tidek sedang ddam masa pengenaen sanks  untuk
dilarang menjadi pemilik, pemilik dengan kepemiliken di aas 10%
(spulun persraius) dan a@au Pemegang Saham Pengenddi dari bank
dan aau Bank Perkreditan Rekya sdbagamena diaur ddam

ketentuan ...
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ketentuan Penildan Kemampuan dan Kepautan (Fit and Proper
Test) yang ditetgpkan oleh Bank Indonesig;

b. daam ha badan hukum wgjib disertal dengan:

1.

akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar berikut
perubahanperubahan yang tdah mendgpa pengesshan dai  indang
bewenang termasuk bag badan hukum ang sesua  dengan
ketentuan yang berlaku di negaraasd badan hukum tersebout;

dokumen sebagamana dimaksud daam ayat (1) huruf cangka 21, 2

ii, 2 i, 2 iv dan 2 v dai sduruh dewan Komisaris dan Direks badan
hukum yang bersangkutan;

rekomendes dai indand bewenang di negaa asd bagi  baden
hukum adng;

daftar pemegang séham  beikut  rindan  besanya masng-mesng
kepemilikan saham bagi badan hukum Perseroan
TeabaasPerusshean Dagrah, dau  daftar anggota  berikut  rincian
jumlah smpanan pokok dan Smpanan wgib, sarta daftr hibah bagi
badan hukum Koperas;

lgporan  keuangan badan hukum yang tdah diaudit oleh akuntan
publik dengan poss pding lama 6 (enam) buan sébdum tanggd
penga uan permohonan persetujuan pringp;

surun  druktur  kdompok  usha yang terkait dengan Bank dan
badan hukum pemilik Bank sampai dengan pemiilik terakhir; dan

sra penyaaan dai cdon Pemegang Saham  Pengenddi  yang
menyatekan  kesedisan  untuk  mengatad  kesulitan  permoddan
meupun likuidites yang dihedgpi Bank ddam menjdankan kegiaan
usshanya

Pasdl 4

(1) Pesgtyjuan  a@au  pendlaken aas  pemohonan  persgtujuan  pringp
sebagamana dimeksud ddam Pasd 3 diberiken sdambat-lambatnya ddam
jangka wektu 60 (enam puluh) hari setedlah dokumen permohonan diterima
Secaralengkap.

(2) Ddam

rangka memberikan persetujuan  dau  pendlaken sbagamana

dimaksud ddam ayat (1), Bank Indonesa melakukan:
a penditian atas kelengkapan dan kebenaran d okumen;

b. andiss...
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b. andisgs yang mencakup antara lain kemampuan Bank termasuk tingkat
kesshdan, tingka pesangan yang ssha attar bank yang mdakukan
Kegigdan Usdha Berdasarken Prindp Syariah, tingkat kegenuhan jumlah
bank yang meakukan Kegiadan Usdha Bedasakan Prindp Syaiah den
peluang pasar; dan

Cc. wawancaa tehadgp cdon Pemegang Saham  Pengenddi, anggota
dewan Komisarisdan Direks.

(3) Sdan keentuan sbagamana dimeksud ddam aya (2, Bak yang
menggukan pemohonan  perubahan  kegiatan ussha  wgib  mdakukan
presentas kepada Bank Indonesa mengena  kesduruhan  rencana perubahan
kegiatan ussha Bank.

Pasd 5

(1) Parsgtyjuan prindp sebagamana dimaksud ddam Pasd 4 ayat (1) bedaku
untuk jangka waktu 180 (sratus deapan puluh) hai terhitung sgak tangod
persetujuan pringp dikduarkan.

(2 Bank yang tedah mendapat persetujuan prindp sebagamana  dimaksud
ddam aya (1) dlaang mdakukan Kegiadan Usdha Berdasarkan Pringp
Syariah sebelum mendgpat izin perubahan kegiaian usaha

(3) Apabila satdah jangka wektu sebagamana dimeksud ddam ayat (1) Bank
bdum  menggukan  pemohonan  izZn  peubshen  kegigean  usaha
sebagamana dimeksud ddam Pasd 2 ayat (3) huruf b, Dewan Gubernur
Bank Indonesia membatakan persetujuan pringp yang telah dikduarkan.

Pesal 6

Permohonan untuk mendapatkan izin  perubahan kegidan ussha sebagamana
dimaksud ddam Pasd 2 ayat (3) huruf b, digukan oleh Bank kepada Dewan
Gubernur Bank Indonesia dan wagib disertal dengan:

a. peaubahan anggaran desr, yang secaa tegas mencantumkan bahwa Bank
melakukan Kegiaan Usdha Bedasarkan Prindp Syarigh sarta penempatan
dan tugas Dewan Pengawes Syaiah, yang tdah disshkan oleh indans yang
berwenang;

b. daa kepemiliken dan surat pernydaan dai pemegang ssham ssbagamana
dimaksud daam Pasa 3 ayat (1) huruf b dan aya (2), ddam hd terjadi
perubahan;

c. doftar ...
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C. ddaftar susunan dan surat pernyaaan dai dewan Komisais dan  Direks
sehagamana dimeksud ddam Pasd 3 aya (1) huruf ¢, ddam hd tejadi
perubahan;

d. daftar cdon anggota Dewan Pengawas Syarish disata dengan dokumen
sebagamana dimeksud ddam Pesd 3 aya (1) huruf j, ddam hd tejadi
perubahan;

e. dokumen ssbagamana diaur ddam Pesd 3 aya (1) huruf d, huruf e huruf
f, huruf g, dan huruf h, ddam hd terjadi perubahan;

f. bukti kesigpan operasiond berypa:
1. daftar sarana dan prasarana pendukung;
2. contoh formuliriwarkat yang akan digunakan untuk operasond; dan
3. Nomor Pokok Wgjib Pgak dan Tanda Daftar Perusahaan;

0. lgporan redised dan rencana tindak lanjut penydesaian hak dan kewgiban
Bank terhadgp nasabah yang tidek bersedia menjadi nassbah Bank
berdasarkan Pringp Syariah.

Pasa 7
(1) Peastujuan aau penolakan aas permohonan izin perubshan kegidan ussha
sebagamana dimaksud ddam Pasd 6 diberikan sdambet-lambainya 30
(tigapuluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secaralengkap.

(2) Ddam rangka memberiken persstujuan a@au penolakan aas  permohonan
izin perubahan kegiatan ussha seébagaimana dimeksud ddam ayat (1), Bank
Indonesa me akukan:

a penditian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan

b. wavancaa terhadgp Pemegang Saham Pengenddi, anggota dewan
Komisais dan anggota Direkd ddam hd terdgpat penggantian atas
cadon yang digukan sebdumnya

Pasd 8

(1) Bank yang tdah mendgpat izin peubshan kegigan ussha dai  Dewan
Gubernur Bank Indonesa wgib medakukan Kegiaan Usaha Berdasarkan
Pringp Syariah sdamba-lambainya 30 (tiga pulun) hai sgak tanggd izin
perubahan kegiatan usaha dike uarkan.

(2) Pdaksanaan ...
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(2) Pdaksanaan perubahan kegiatan ussha sebagaimana dimeksud ddam  ayat
(1) waib dilgporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambetnya
10 (sspuluh) hai sadah tanggd dimulanya pedaksaneen Kegigdan Usaha
Berdasarkan Pringp Syariah.

(3) Apabila ddam jangka waktu 30 (tiga puluh) hai sadah tanggd izin
perubshan kegiagan usdha, Bank bdum mdaksanakan Kegiagan Usaha
Beadasakan Pringp  Syariah, Dewan  Gubernur Bank  Indonesa
membatalkan izin perubahan kegiatan usahayang telah dikd uarkan.

(4 Bank yang tdah mendgpa izin  peaubshean kegidan usdha wgib
menydesaikan sduruh hak dan kewgiban debitur dan kreditur dari kegiaan
konvensond sdambat-lambanya 360 (tiga raus enam puluh) hai sgak
tanggd izin perubahan kegiatan usaha dikduarkan.

(5) Bank Indonesa dapat memperpanjang jangka wektu sebagaimana dimaksud
ddam aya (4) untuk tujuan penydesaan aktiva produktif kegiatan usaha
secarakonvensond yang telah dihapus buku.

(6) Permohonan perpanjangan jangka waktu sebagamana dimeksud ddam ayat
(5) digukan sdambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hai ssbdum  berakhirmya
jangka waktu sebagamana dimaksud ddam aya (4), disata dengan dasan
perpanjangan jangka waktu dan bukti- bukti pendukung.

(7) Bank yang tdah mendgoa izin  peubahan  kegigdan usdha  dilarang
melakukan kegiatan ussha secara konvensond, kecudi  ddam  rangka
penydesaian transsks-transskd  sebagaimana dimeksud ddam ayat (4) dan
ayat ().

Pasa 9
Bank yang tdah mendgpat izin perubshan kegiatan ussha dari Dewan Gubernur
Bank Indonesa wgib mencantumkan secara jelas kata “Syariah” sesudah kata
“Bank” pada penulisan namanya

Pasd 10
Bak yang samula memiliki izn usha ssbaga Bank yang meakukan kegiaan
usha scaa konvendond dan tdah mempedleh izin  perubahan  kegiaan
ussha menjadi bank yang mdakukan Kegigdan Usdha Berdasarken Pringp
Syaiah, dlaang untuk mengubsh Kegiadan Ussha Berdasarkan Pringdp
Syariah menjadi kegiatan usaha secara konvensond.

BABIII ...
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BAB Il
UNIT USAHA SYARIAH
DAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG SYARIAH

Bagian Pertama
Unit Ussha Syariah

Pasal 11

(1) Bank yang akan mdakukan Kegiadan Ussha Berdasarkan Prindp Syariah
waib membentuk Unit Usaha Syariah di kantor pusat Bank.

(2) Unit Ussha Syarigh ssbagamana dimeksud ddam aya (1) merupakan unit
kerja di kantor pusat Bank yang berfungs sebagal kantor induk dari Kantor
Cabang Syariah dan atau Unit Syariah, yang mempunyal tuges:

a mengaur dan mengawas sduruh kegigan Kantor Cabang Syariah dan
aau Unit Syariah;

b. menempatkan dan mengdola dana yang bersumber dari Kantor Cabang
Syariah dan aau Unit Syariah;

C. mengima dan menatausahakan lgporan keuangan dari Kantor Cabang
Syariah dan atau Unit Syariah; dan

d. meakukan kegiatan lan sebaga  kantor induk dai Kantor Cabang
Syariah dan aau Unit Syariah.

(3) Pada Unit Ustha Syaiah sdbagamana dimeksud ddam aya (2) waib
ditempatkean Dewan Pengawas Syaiah yang tdah disstujui oleh Dewan
SyaighNasond.

(4) Pemimpin Unit Usaha Syariah wgib memenuhi persyardan:
a skurang-kurangnya merupakan Pgabat Eksekutif;
b. memiliki komitmen ddam menjdankan operasond Bank berdasarken
Prindp Syaiah;
¢. memiliki integritas dan mord yang balk; dan

d. berpengdaman ddam opeaasond Bak Syaigh dan aau tdah
mengikuti pelaihan operasond Bank Syarish bak di ddam maupun di
|uar negeri.

Bagian Kedua.....
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Bagian Kedua
Pembukaan Kantor Cabang Syariah PertamaKali

Pasal 12

(1) Bank yang tdah membuka Unit Ussha Syaiah ssbagamana dimeksud
dalam Pasdl 11, dgpat membuka Kantor Cabang Syariah dengan cara

a membukaKantor Cabang Syariah yang baru;

b. mengubah kegigdan ussha Kantor Cabang yang medakuken kegiaan
usaha secarakonvensond menjadi Kantor Cabang Syariah;

Cc. meningkaken datus kantor di bawah Kantor Cabang yang meakukan
kegiatan usaha secara konvensond menjadi Kantor Cabang Syariah;

d. mengubah kegidan ustha Kaitor Cabang yang mdakukan kegidan
ussha secaa kowvensond yang sebdumnya tdah  membuka  Unit
Syariah menjadi Kantor Cabang Syariah; dan atau

e meningkakan daus Kattor Cabang Pembantu  yang  mdakukan
kegigdan ussha secaa konvensond yang sébdumnya tdah  membuka
Unit Syariah menjadi Kantor Cabang Syariah.
(2) Bank hanya dgpat membuka Kantor Cabang Syariah sebagamana dimaksud
dalam ayat (1) dengan izin dari Dewan Gubernur Bank Indonesia

(3) Rencana pembukaan Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud ddam
aya (1) wgib dicantumkan ddam rencana kerja tahunan Bank.

(4) Pemberian izin pembukaen Kantor Cabang Syarish sebegamana dimaksud
daam ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf ¢ dilakukan ddam duatahep:

a pesuyuan prindp, Yyatu pesdujuan  untuk  meakukan  perdapan
pembukaan Kantor Cabang Syariah;

b. izn pembukeen Kattor Cabang Syariah, yatu izin untuk meakukan
kegigdlan usdha Kantor Cabang Syariah setdah perdgpan  sebagamana
dimeksud ddam huruf asdesal dilakukan.

(5) Pemberian izin pembukaan Kantor Cabang Syarish sebagamana dimeksud
ddam aya (1) huruf d den huruf e dilakuken dengan pemberian izin
pembukaan Kantor Cabang Syariah.

Pasal 13 ...
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Pasal 13

Bank yang membuka Kantor Cabang Syarieh sebagamana dimeksud ddam
Pasd 12 ayat (1) wajib menyediakan moda kerja sekurang-kurangnyasebesar:

a. Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk setigp pembukaan Kantor
Cabang Syariah yang berkedudukan di wilayah Jabotabek; atau

b. Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setigp pembukaan Kantor
Cabang Syariah yang berkedudukan di luar wilayah Jabotabek.

Pasal 14

Kantor Bank yang tdah mendgpa izin pembukaan Kantor Cabang Syariah
wagjib mencantumkan kaa “Kantor Cabang Syariadh” pada stigp penulisan
nama kantornya.

Pasal 15

(1) Kator Bank yang tdah mendapat izin pembukaan Kantor Cabang Syariah
dilarang untuk mengubah kegiatan Kantor Cabang Syarish menjadi  Kantor
Cabang yang mdakukan kegiatan usaha secarakonvensiond.

(2) Bank Indonesa mencabut izin pembukaan Kantor Cabang Syaiah yang
terbukti melakukan kegiatan usaha secarakonvensond.

Pasal 16

(1) Permohonan  untuk  mendapatkan  persetujuan  prindp  pembukaan  Kantor
Cabang Syaiah sdagamana dimeksud ddam Pesd 12 aya (4) huruf a
untuk pembukaan Kantor Cabang Syarigh yang baru sebagamana dimaksud
ddan Pasd 12 aya (1) huruf a digukan oleh Bank kepada Dewan
Gubernur Bank Indonesia dan wgjib disertai dengan:

a lgporan keuangan gabungan dan rincian kuditas aktiva produktif 2 (dud)
bulan terakhir sebelum tanggd surat permohonan;

b. rencana persgpan operasond ddam rangka pembukaan Kantor Cabang
Syaiah;

¢ dokumen sebagaimanadimaksud daam Pasd 3 ayat (1) huruf a, d den f;

d. dokumen dan identitas pemimpin Kantor Cabang Syariah berupa:

1. pasfoto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;

2. fotokopi ...
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2. fotokopi tanda pengena berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau
paspor;

3. riwayat hidup;

4. contoh tandatangan dan paraf; sarta

5. bukti pengdaman ddam operasond bak Syaiah dan aau sura
keterangan dari  lembaga pdaihan mengena  pdatihan  perbankan
gyaiah yang tdah diikuti di ddam maupun di luar negeri;

e dokumen mengena identitess cdon anggota Dewan Pengawas Syariah
sebagaimana dimaksud ddam Pesd 3 ayat (1) huruf j, untuk pembukaan
Kantor Cabang Syariah yang pertamakdi;

f. dokumen dan identites pemimpin Unit Ussha Syaiah, untuk pembukaan
Kantor Cabang Syariah yang pertamakai berupa
1. pasfoto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;

2. fotokopi tanda pengend berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau
paspor;

3. riwayat hidup;
4. contoh tandatangan dan paraf; serta

5. bukti pengdaman ddam opeasond bank Syaiah dan aau sura

keterangan dari  lembaga pdaihan mengena  pdatihan  perbankan
gyaiah yang tdah diikuti di delam meaupun di luar negeri;

g. bukti setoran moda kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasd 13,

h. hedl dud kdayaken tentang tingkat persaingan yang seha antar bank
yang meakukan Kegiatan Usdha Bedasakan Prindp  Syaiah  dan
tingka kgenuhen jumlah bank yang mdakukan Kegiaan Usdha
Berdasarkan Pringp Syariah.

(2 Pemohonan untuk  mendgpatkan  persgtujuan prindp  sebagaimana
dimeksud ddam Pesd 12 aya (4) huruf a untuk mengubah kegiaan usaha
Kantor Cabang yang mdakukan kegiadan ussha secara  konversond
menjadi  Kantor Cabang Syariah sebagamana dimeksud ddam Pasd 12
aya (1) huruf b dan atau untuk meningkatkan status kantor di bawah Kantor
Cabang yang mdakukan Kkegidan usdha secara konvensond  menjadi
Kantor Cabang Syarish sebagamana dimeksud ddam Pasd 12 ayat (1)
huruf c, digukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesa dan
wagib disertal dengan:

a dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); dan

b. rencana....
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b. rencana penydesaian sduruh hak dan kewgiban kantor Bank terhadep
nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah Kantor Cabang Syariah.

Pasal 17

(1) Ddam rangka memberikan persstuyjuan a@au  pendlakan sebagamana
dimaksud daam Pasd 16, Bank Indonesiamel akukan:

a penditian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan

b. andids yang mencakup antara lain kemampuan Bank termesuk tingkat
kesshatan, tingkat pearsaingan yang seha antar bank yang meakukan
Kegigdan Usdha Berdasarken Prindp Syariah, tingkat kegenuhan jumlah
bank yang mdakukan Kegigdan Usdha Berdasarkan Prindp Syariah dan
peluang pasar.

(2) Apabila diperlukan, Bank Indonesa dagpat meakukan pemerikssan untuk
mendliti  perdapan pembukaan kantor dan  kebenaran dokumen yang
disampaikan.

(3) Pasgtyjuan  a@au  pendlaken aas  pemohonan persgtujuan  pringp
sebagamana dimeksud ddam aya (1) diberiken sdambat-lambatnya ddam
jangka wektu 30 (tiga puluh) hari stedah dokumen permohonan diterima
scaa lengkap termasuk  pemeriksaan  sebagaimana dimeksud ddam  aya
(2) gpabila dilakukan pemeriksaan.

Pasal 18

(1) Persstujuan prindp sebagaimana dimeksud ddam Pasd 17 ayat (1) berlaku
untuk jangka waktu 180 (seraus dedgoan puluh) hari terhitung sgak tanggd
persetujuan pringp dikduarkan.

(2) Bankk dan aau kantor Bank yang tdah mendapat persatujuan pringp
sehagamana dimeksud ddam ayat (1) dilarang mdakukan Kegiatan Usaha
Beadasarkan Pringp Syaish sebddum mendapat  izin  pembukaan  Kantor
Cabang Syariah.

(3) Apabila setdah jangka wektu sebagamana dimaksud ddam aya (1) Bank
dan aau kantor Bank yang tdah mendgpa persetujuan prindp sebagamana
dimeksud ddam aya (2) bdum menggukan permohonan izin pembukaan
Kantor Cabang Syaiah, Dewan Gubernur Bank Indonesa membatalkan
persetujuan prindp yang telah dikduarkan.

Pasal 19 ...
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Pasal 19

(1) Permohonan  untuk mendapatkan izin pembukaan Kantor Cabang Syariah
sebagaimana dimaksud ddam Pasd 12 ayat (4) huruf b untuk pembukaan
Kantor Cabang Syariah yang baru sebagamana dimeksud ddam Pesd 12
aya (1) huruf a diguken oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank
Indonesia dan waib disertal dengan:

a dokumen sebagaimana dimaksud ddam Pasd 3 aya (1) huruf d, huruf e
huruf f, huruf g dan huruf h, ddam hd terjadi perubahan; den

b. dokumen sebagaimana dimaksud daam Pasd 6 huruf adan huruf f.

(2) Permohonan  untuk  mendapatkan persetujuan  pembukaan Kantor Cabang
Syaiah sebagamana dimeksud ddam Pasd 12 aya (4) huruf b untuk
mengubah kegiatan ussha Kantor Cabang yang mdakukan kegiatan ussha
scaa konvensond menjadi Kantor Cabang Syaish  sebagamana
dimaksud ddam Pesd 12 ayat (1) huruf b dan aau untuk meningkatkan
daus kantor di bawah Kantor Cabang yang meakukan kegiatan usaha
scaa konvensond menjadi Kantor Cabang Syaiah  sebagamana
dimaksud ddam Pasa 12 ayat (1) huruf c, digukan oleh Bank kepada
Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wgjib disertal dengan:

a dokumen sebagaimana dimaksud daam ayat (1); dan

b. lgporan redisss penydesaan sduruh hak dan kewgiban kantor Bank
terhadap nasdbah yang tidek bersedia menjadi nasabah Kantor Cabang
Syaiah.

Pasa 20
(1) Ddam rangka memberikan perstujuan  d@au  penolekan sebagaimana
dimaksud ddam Pasd 19, Bank Indonesa mdakukan penditian aas
kel engkapan dan kebenaran dokumen.
(2) Parsgtyjuan aau penolaken aas permohonan izin pembukaan sebagaimana
dimaksud ddam ayat (1) diberiken sdambeat-lambainya ddam jangka waktu
30 (tigapuluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

(3) Bankk dan aau kantor Bank yang tdah mendapat izin pembukaan Kantor
Cabang Syaiah sbagamana dimeksud ddam aya (2), wgib medakukan
Kegigdan Usdha Bedasacken Prindp Syarigh sdambat-lambainya 30 (tiga
puluh) hari terhitung sgak tanggd i1zin pembukaen dikd uarkan.

(4). Pdaksanaan ...
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(4) Pdaksanaan pembukaan Kantor Cabang Syariah sebagamana  dimaksud
ddan aya (3) wagib dilgporkan oleh Bank kepada Bank Indonesa
sdambeat-lambatnya 10 (sgpuluh) hari setelah tanggd pembukaan.

(5) Apabila sstdlah jangka wektu sebagamana dimeksud ddam aya (3) Kantor
Cabang Syaiah bdum mdakukan Kegigdan Ussha Berdasarkan Pringp

Syaiah, Dewan Gubernur Bank Indonesa membatakan izin  pembukaan
Kantor Cabang Syariah yang tdah dikduarkan.

(6) Kator Cabang Syaieh yang beasd dai  pembukaan dengan caa
sebagamana dimaksud ddam Pesal 12 aya (1) huruf b dan huruf ¢ wgib
menydesaikan sduruh hak dan kewgiban debitur dan kreditur dari kegiaan
ussha secara konvensond sdambat-lambatnya 360 (tiga ratus enam  puluh)
hari sgak tanggd izin pembukaan dike uarkan.

(7) Kantor Cabang Syariah dilaaang meakukan kegigdan usaha perbankan
secaa konvensond, kecudi ddam rangka penydesaan  transsks-ransskd
sebagamana dimaksud daam ayet (6).

Bagian Kdiga
Pembukaan Kantor Cabang Syariah Mdadui Pembukaan Unit Syariah

Pasal 21

(1) Pembukaan Unit Syariah di ddam negei hanya dapat dilakukan dengan
izin Dewan Gubernur Bank Indonesia

(2) Pembukaan Unit Syariah sebagamana dimeksud ddam ayat (1) hanya
dapat diskukan ddam rangka mengubah Kantor Cabang dan  atau
meningkatkan datus Kantor Cabang Pembantu  Bank menjadi Kantor

Cabang Syariah.

(3) Rencana pembukaan Unit Syarigh sébagamana dimeksud ddam aya (1)
waib dicantumkan daam rencana kerja tahunan Bank.

(4) Pembukaan Unit Syarish sdbagamana dimeksud ddam aya (1) hanya
dapat dibuka setelah Bank memiiliki Unit Ussha Syariah.

Pasal 22

(1) Bank yang membuka Unit Syarigh ddam rangka pengubshan Kantor
Cabang dan aau peningkatan daus Kantor Cabang Pembantu Bank

menjadi ...
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menjadi Kantor Cabang Syarish sebagamana dimeksud ddam Pasd 21
ayat (2), wgib menyediakan moda kerjaminimum sebesar:

a Rp 2000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk setigp pembukaan Unit
Syariah yang berkedudukan di wilayah Jabotabek; atau

b. Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setigp pembukaan Unit
Syariah yang berkedudukan di luar wilayah Jabotabek.

(2) Pemenuhan modd kerja sebagaimana dimeksud ddam ayat (1) dapat
dilakukan secara bertahap sdambat-lambatnya ddam jangka wektu 3 (tiga)
tahun, dengan sgtoran modd kerja awd pada tahun petama minimum
sebesar:

a Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk setigp pembukaan Unit
Syariah yang berkedudukan di wilayah Jabotabek; atau

b. Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupieh) untuk setigp
pembukaan Unit Syariah yang berkedudukan di luar wilayah Jabotabek.

Pasal 23

(1) Permohonan izin  pembukaan Unit Syarish sebagamana dimaksud ddam
Pasd 21 aya (1) digukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank
Indonesiadan wgjib disertai dengan:

a hadl dudi kdayakan tentang tingka persaingan yang sehat antar bank
yang mdakukan Kegigdan Ussha Bedasakan Pringp Syaiah dan

tingkat kgenuhan jumlah bank yang mdakukan Kegiaan Ussha
Berdasarkan Pringp Syariah;

b. rencana pedgoan opaadond yang mdiputi  kedgpan umber  daya
manusia, Ssem akuntand dan pelaporan serta persgpan teknislainnya;

C. perubshan anggaan dasr yang scaa tegas mencantumkan bahwa
Bank mdakukan Kegiaan Usdha Berdasarkan Prindp  Syariah sarta
penempatan dan tugas tugas Dewan Pengawas Syariah;

d. rencana kerja (business plan) tahun petama yang sekurang-kurangnya
memuat:

1. dudi kdayakan mengena peduang pasy dan potend ekonomi yang
berkaitan dengan perbankan syariah;

2. rencana  kegigan ussha yang mencakup  penghimpunan  dan
penyduran dana sata langkahtlangkah kegiatan yang akan dilakukan
dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan

3. proyeks ...
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3. proyeks neraca, laporan labarugi dan lgporan aus kas bulanan
sdama 12 (dua bdas) buan yang dimula sgak Unit Syaiah
mdakukan kegiatan operasond;

e rencana druktur orgenissd den susunean persondia yang  menangani
kegiatan Unit Syariah;

f. bukti pengdaman di bidang operasond bank Syarigh dan atau satifikat
pelaihan operasond bank Syarish bagi Pemimpin Kantor Cabang dau
Kantor Cabang Pembantu Bank;

g. dokumen mengena identites cdon anggota Dewan Pengawas Syariah
sebagaimana dimeksud ddam Pasd 3 aya (1) huruf j, untuk pembukaan
Unit Syariah yang pertamakdi;

h. dokumen dan identitas pemimpin Unit Ustha Syaiah ssbagamana
dimeksud ddam Pasd 16 aya (1) huruf f, untuk pembukaan Unit
Syariah yang pertamakadi;

I. bukti sstoran modd kerja sbagamana dimeksud ddam Pasd 22 aya
).

(2) Ddam rangka memberikan persstujuan aau penolekan aas permohonan
sbagamana dimeksud ddam aya (1), Bank Indonesa mdakukan andiss
yang mencakup tingket kesehatan, tingkat persaingan yang sehat antar bank
yang mdakukan Kegiadan Usdha Berdasarkan Prindp Syaiah dan  tingkat
kgenuhan jumlah bank yang mdakukan Kegigdan Ussha Berdasarkan
Pringp Syarieh.

(3) Apabila diperlukan, Bank Indonesa dapat medakukan pemeriksaan untuk
menditi  persgpan pembukaan Unit Syarigh ssbagamaena dimaksud ddam
aya (2).

(4) Parsgtujuan aau penolekan aas permohonan sebagaimana dimeksud daam
ayat (1) diberikan sdamba-lambatnya ddam jangka waktu 30 (tiga puluh)
hai setdah dokumen permohonan diterima secara lengkep termesuk  hasl
pemerikssan  sebagamana  dimeksud ddam aya (3) apabila dilakukan
pemeriksaan.

(5) Pdaksnaen pembukaen Unit Syarish yang tdah mendgpat  persetujuan
sebagamana  dimaksud ddam ayat (4) wgib dilaksanakan sdambat-
lambatnya ddam jangka waktu 30 (tiga pulun) hai sgek tanggd
persetujuan pembukaan.

(6). Pelaksanean ...
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(6) Pdaksanaan pembukaan Unit Syarigh sebagamana dimeksud ddam  ayat
(5) wagib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesa sdambat-lambetnya
dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah tangga pembukaan.

(7) Apabila setdah jangka wektu sebagamana dimeksud ddam aya (5 Bank
tidek meaksanegkan pembukaan Unit Syarigh, Dewan Gubernur Bank
Indonesa membatdken izin  pembukeen Unit Syaish yang tdah
dikduarkan.

Pasdl 24

Kantor Cabang dan aau Kantor Cabang Pembantu Bank yang tdah mendapat
izin membuka Unit Syariah wgib mencantumkan kaa “Unit Syariah” pada
tempat kegiatan usaha Unit Syariah berada.

Pasd 25

(1) Kantor Cabang dan aau Kantor Cabang Pembantu Bank yang teah
membuka Unit Syarish sdambat-lambainya ddam jangka waktu 3 (tiga)
tahun sgak tanggd persstyjuan pembukaan Unit Syarish wagib diubah dan
aau ditingkatken satusnya menjadi Kantor Cabang Syariah.

(2) Dengan diubahnya Kantor Cabang Bank menjadi Kantor Cabang Syariah
sebagamana dimaksud ddam aya (1), maka sdurun kantor di bawah
Kantor Cabang Bank tersebut dapat:

a diubah menadi kantor yang meakukan Kegiatan Ussha Berdasarkan
Prindp Syariah; aau
b. dipindahkan dengan menginduk kepada Kantor Cabang lan ddam sau
wilayah Kliring; aau
c. ditutup.
(3) Apabila ddam jangka waktu sebagamana dimeksud ddam ayat (1) Bank
tidak dapat mengubah Kantor Cabang dan atau meningkatkan datus Kantor
Cabang Pembantu menjadi Kantor Cabang Syariah, Bank Indonesa

mencabut izin Unit Syarish dan Kator Cabang aau Kantor Cabang
Pembantu dimana Unit Syariah tersebut bertempat.

Pasal 26 ...



-23-

Pasal 26

(1) Permohonan untuk mendapatkan izin  pembukaan Kantor Cabang Syariah
sebagaimana dimaksud ddam Pesd 12 ayat (1) huruf d dan e digukan oleh
Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesa sdambet-lambatnya daam
jangka waktu 60 (enam puluh) hai ssbdum  berakhimya batas waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasa 25 ayat (1) dan waib disertal dengan:

a. dokumen sebagaimana dimeksud ddam Pesd 3 huruf d, huruf e huruf f,
huruf g den huruf b,

b. dokumen sehagamana dimaksud ddam Pasd 6 huruf f;

C. dokumen dan identitas pemimpin Kantor Cabang Syarigh sebagamana
dimaksud ddam Pasd 16 ayat (1) huruf d;

d. bukti setoran modd kerja sebagamana dimeksud ddam Pasd 22 aya
(1); dan

e. lgporan penydesaian sduruh hak dan kewgiban Kantor Cabang dan
atau Kantor Cabang Pembantu Bank.

(2) Ddam rangka memberikan persgiujuan aau  peplakan aas  permohonan
sbagamana dimaksud ddam aa (1), Bank Indonesa mdakukan
penditian ates
a keengkapan dan kebenaran dokumen; dan
b. kecukupan pemenuhan modd kerja

(3) Apadila diperlukan Bank Indonesa medakukan pemeriksaan untuk menditi
perdgpan pembukaan Kantor Cabang Syariah sebagamana  dimaksud
ddam ayat (1).

(4) Pasetujuan aau penolekan aas permohonan izin - sebagamana  dimeksud
ddam ayat (1) diberikan sdambat-lambainya daam jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari sstdah dokumen permohonan diterima secara lengkap termasuk
hasl pemeriksaan sdbagamana dimeksud ddam ayat (3) gpabila dilakukan
pemeriksaan.

Bagian ...
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Bagian Keempat
Pembukaan Kantor Cabang Syariah berikutnya

Pasal 27

(1) Bank yang mdakuken kegigdan ussha secaa konvendond dan  tdah
memiliki Kantor Cabang Syariah hanya dapat membuka Kantor Cabang
Syariah berikutnya dengan izin Dewan Gubernur Bank Indonesa

(2) Rencana pembukaan Kantor Cabang Syaiah  beikutnya sebagamana
dimeksud ddam ayat (1) wgib dicantumkan ddam rencana kerja tahunan
Bank.

(3) Permohonan izin sebagaimana dimeksud ddam ayat (1) digukan oleh Bank
kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dengan ketentuan sebaga berikut:

a untuk pembukaan Kantor Cabang Syariah berikutnya yang dilakukan
dengan cara sebagamana dimekud ddam Pesa 12 aya (1) huruf a
wgib disata dengan dokumen sebagamana dimeksud ddam Pesd 3
ayat (1) huruf d dan huruf f, Pasd 13, Pasd 14, Pasd 15; serta Pasad 16
ayat (1) huruf a huruf b, huruf d, huruf g dan huruf h;

b. untuk pembukaan Kantor Cabang Syaiah beikutnya yang dilakukan
dengan cara sebagamana dimeksud ddam Pasd 12 ayat (1) huruf b dan
huruf ¢, wgib diserta dengan dokumen sebagamana dimeksud ddam
huruf a dan Pasdl 16 ayat (2) huruf b;

Cc. untuk pembukaan Kantor Cabang Syariah berikutnya yang dilakukan
dengan cara sebagamana dimaksud ddam Pasd 12 ayat (1) huruf d dan
huruf e wgib mengkuti ketentuan sebagamana dimeksud ddam Pasd
26.

(4) Ddam rangka memberikan persstujuan aau penolekan aas permohonan

sebagaimana dimeksud ddam ayat (3) huruf a dan huruf b, Bank Indonesa
meakukan:

a penditian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan

b. andiss yang mencakup antara lan kemampuan Bank termasuk tingkat
kesshdan, tingka pesangan yang ssha attar bank yang mdakukan
Kegiagan Usdha Berdasarken Prindp Syariah, tingkat kegenuhen jumlah
bank yang mdakukan Kegigdan Usdha Berdasarkan Prindp Syariah dan
peluang pasar.

(5) Apatila...
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(5) Apabila diperlukan, Bank Indonesa dapat medakukan pemeriksaan untuk
menditi persgpan  pembukaan kantor dan  kebenaran  dokumen yang
disampaikan.

(6) Persgtujuan aau penolekan aas permohonan sebagaimana dimeksud ddam
aya (3) huruf a dan huruf b dibeiken sdambat-lambatnya ddam jangka

wektu 30 (tiga pulun) hari sgtdah dokumen permohonan diterima secara
lengkap termasuk pemeriksaan sebagamana dimaksud daam ayet (5).

(7) Pdaksanaan aas persetujuan permohonan sebaga dimeksud ddam ayat (6),
wgib dilakukan sdambat-lambainya ddam jangka wektu 30 (tiga puluh)
hari sgak tanggd izin dari Dewan Gubernur Bank Indonesia dike uarkan.

(8) Pdaksanaan pembukaan Kantor Cabang Syariah berikutnya sebagamana
dimaksud daam ayat (7) wgib dilgporkan kepada Bank Indonesa
selambat - lambatrnya 10 (sgpuluh) hari setdah tangga pembukaan.

(9) Apabila satelah jangka wektu sebagamana dimaksud ddam ayat (7) Bank
tidek meaksanakan pembukaan Kantor Cabang Syariah, Dewan Gubernur

Bank Indonesa membatakan izin pembukaan Kantor Cabang Syariah yang
telah dikduarkan.

BAB IV
PEMBUKAAN KANTOR DI BAWAH KANTOR CABANG SYARIAH
DAN KEGIATAN KASDI LUAR KANTOR BANK DI DALAM NEGERI

Bagian Pertama
Pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang Syariah

Pasal 28

(1) Rencana pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang Syarish di ddam
negeri wgjib dicantumkan ddam rencana kerjatahunan Bank.

(2) Pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud
daam aya (1) dgpat dilakukan:

a goabila berada ddam sau wilayah kerja Kantor Bank Indonesa dengan
Kantor Cabang Syariah Induknya; dan

b. memperhaikan hesl dudi kdayaken yang memua tingkat keenuhan
jumlah bank yang melakukan Kegiatan Usaha

(3). Pembukaan ...
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(3) Pembukaan Kantor di bawah Kantor Cabang Syariah dapat bertempat di
damat yang sama dengan Kantor Cabang dan aau kantor di bawah Kantor
Cabang Bank.

(4) Laporan keuangan kentor di bawah Kantor Cabang Syaiah wagib
digabungkan dengan lgporan keuangan Kantor Cabang Syaiah induknya
pada hari yang sama.

Pasal 29

Bank yang akan membuka kantor di bawah Kantor Cabang Syarigh wgib
menyediakan moda kerja minimum sebesar:

a Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk sdigp pembukaan kantor
di bawah Kantor Cabang Syarish yang berkedudukan di wilayah Jabotabek;
dau

b. Rp 250.000.00000 (dua ratus lima pulun juta rupiah) untuk setigp
pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang Syariah yang berkedudukan di
luar wilayah Jabotebek.

Pasal 30

(1) Bank wgib menyampakan rencana pembukasan kantor di bawah Kantor
Cabang Syariah kepada Bank Indonesa sdambat-lambatnya ddam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum peaksanaan pembukaan kantor, disertai:

a hedl gudi kdayaken yang memuat tingkat kgenuhen jumlah bank  yang
melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Pringp Syariah; dan

b. bukti setoran modal kerja sebagaimana dimaksud daam Pasa 29.

(2 Bank hanya dapa membuka kantor di bawah Kantor Cabang Syariah
sebagamana dimeksud ddam aya (1) sstdah mendgpat sura  penegasan
dari Bank Indonesia

(3) Surat penegasan sebagamana dimaksud ddam ayat (2) diberikan sdambat-
lambatnya ddam jangka wektu 21 (dua pulun satu) hari setdah dokumen
diterima secaralengkap.

(4) Peaksanaan pembukaan kaitor di  bawah Kantor Cabang Syaiah
sebagamana dimeksud ddam ayat (2) wagib dilakukan sdambat-lambatnya
ddam jangka waktu 30 (tiga pulun) hai sdah tanggd surat penegesan
dari Bank Indonesa

(5) Plaksanaan....



-27-

(5) Pdaksanaan pembukaan kantor di  bawah Kantor Cabang Syaiah
sebagamana dimeksud ddam aya (4), wgib dilgporkan kepada Bank
Indonesa sdambat-lambainya ddam jangka wektu 10 (sepuluh) hari
setelah tanggal pelaksanaan pembukaan.

Bagian Kedua
Kegiatan Kas di luar Kantor Bank

Pasal 31

(1) Rencana Kegiaan Kas di luar Kantor Bank wgib dicantumkan ddam
rencanakerjatahunan Bank.

(2) Bank wgib menyampakan lgporan rencana Kegiaan Kas di luar Kantor
Bank sebagamana dimeksud ddam aya (1) kepada Bank Indonesa
samba-lambainya ddam jangka waktu 30 (tiga puluh) hai  ssbdum
pelaksanaan kegiaan.

(3) Bank hanya dapat membuka kegiatan kas di luar kantor bank sebagamaena
dimeksud ddam aya (1) sgdah mendapat sura penegasan dai Bank
Indonesa

(4) Surat penegasan sebagaimana dimeksud ddam ayat (3) diberiken sdambat-
lambainya ddam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hai setdah dokumen
diterima secaralengkap.

(5) Pdaksnaan Kegigan Kas di luar Kantor Bank sebagaimana dimaksud
ddam ayat (2) wagib dilakukan sdambat-lambanya 30 (tiga puluh) hari
setdah tanggd penegasan dari Bank Indonesia

(6) Pdaksanaan Kegiatan Kas di luar Kantor Bank waib dilaporkan olen Bank
kepada Bank Indonesa sdambat-lanbanya 10 (sepuluh) hai  setdah

tangga pdaksanaan kegiatan.

BABV
PENUTUPAN KANTOR

Pasal 32

(1) Penutupan Kantor Cabang Syarigh di ddam negeri hanya dapat dilakukan
dengan izin Dewan Gubernur Bank Indonesia

(2) Pemberian ...
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(2) Pemberian izin sebagamana dimeksud ddam ayat (1) dilakukan ddam dua
tahap:
a pesyuan prindp, Yyatu pesdujuan  untuk  meakukan  perdapan
penutupan Kantor Cabang Syariah; dan

b. pesstujuan penutupan, vyatu pessujuan untuk  mdakukan  penutupan
Kantor Cabang Syariah.
(3) Permohonan  untuk memperoleh persstujuan  prindp  sebagaimana  dimaksud
ddam aya (2) huruf a digukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank
Indonesa dan wagib disertai dengan:

a dasan penutupan; dan

b. langkahtlangkeh yang ditempuh ddam rangka peydessan  sduruh
kewgjiban Kantor Cabang Syariah kepada nasabah dan pihak lainnya

(4) Pemohonan  untuk  memperodlen  persgtujuan  penutupan  Sebagaimana
dimaksud dadam aya (2) huruf b digukan oeh Bank kepada Dewan
Gubernur Bank Indonesa sedah Bank memperoleh  persstujuan  pringp,
danwgjib disertal dengan:

a bukti penydesaian kewgiban kepada nasabah serta pihak lainnya; dan

b. surat penyataan dai Direks Bank bawa langkahtlangkah penydesaan
surun kewgiban Kantor Cabang Syariah kepada nasabah dan  pihak
lannya tdah disdesakan dan godbila terdgpat tuntuten di kemudian hari
menjadi tanggung jawab Direks untuk dan atas nama Bank.

(5) Apabila dipandang perlu, Bak Indonesa meakukan pemeriksaan kepada
Bak ddan rangka menditi penydesaian duruh  kewgiban  Kantor

Cabang Syariah yang akan ditutup.

(6) Parsttyjuan  aau  penoleékan  permohonan  persgtujuan prindp  dan
persetujuan  penutupan  Kantor Cabang Syariah ssbagamana  dimaksud
ddam aya (3) dan aya (4 medng-mesng diberikan ddam batas weaktu
sdamba-lambainya 15 (lima bdas) hai sedah  dokumen  permohonan
diterima secaa lengkap termasuk pemerikssan sebegamana  dimaksud
ddam aya (5).

(7) Peaksanaan penutupan kantor yang tdah mendapat persetujuan  penutupan
sebagamana dimaksud ddam ayat (6) wgib dilaksanakan sdambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sstelah tanggd persetujuan penutupan.

(8). Penutupan ...
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(8) Penutupan kantor sebagaimana dimeksud ddam ayat (1) wagib diumumkan
oeh Bank ddam sura kabar yang mempunya peredaran lues di tempat
kedudukan kantor Bank sdambat-lanbanya 10 (sepulun) hai  stdah
tanggd persetujuan penutupan dari Dewan Gubernur Bank Indonesa

(9) Pdaksanaan  penutupan kantor  yang tdah  mendgpat  perstujuan
sebagaimana dimaksud ddam ayat (6) waib dilgporkan oleh Bank kepada
Bank Indonesa sdambat-lambanya 10 (ssgpuluh) hai  ssdah  tanggd
penutupan.

(10) Apabila ddam jangka wektu sebagamana dimeksud ddam ayat (7), Bank
tidek medaksanakan penutupan Kantor Cabang, Dewan Gubernur Bank

Indonesa membadkan persstujuan penutupan Kantor Cabang yang tdah
dikdluarkan.

Pasal 33

(1) Rencana penutupan kantor di bavah Kanttor Cabang Syaiah wgib
dilgporkan oleh Bank kepada Bank Indonesa sdambat-lambainya 30 (tiga
puuh) hai sébdum pdaksanaan penutupan kantor dimeksud dan diserta
dengan:

a dasan penutupan; dan

b. langkahtlangkeh yang ditempuh ddam rangka penydessian kewgiban
kantor di bawah Kantor Cabang Syaiah kepada nasabah dan pihak
lannya

(2) Rencana penghatian Kegiatan Kas di luar Kantor Bank wgib dilgporkan
oleh Bank kepada Bank Indonesa sdambat-lambatnya 30 (tiga puluh) heri
sbdum pdaksanaan penghentian Kegistan Kas di luar Kantor Bank dan
disarta dengan dasan penutupan.

(3) Pdaksanaan penutupan kantor di bawah Kantor Cabang Syaiah wgib
dilgporkan oleh Bank kepada Bank Indonesa sdambat-lambainya 10
(Sepuluh) hari sstelah tanggd penutupan dan wgib disertai dengan:

a bukti penydesaan kewgiban kepada nasabah serta pihak lainnya; dan

b. sura penyasen dai pemimpin Kantor Cabang Syariah induknya bahwa
langkahtlangkah  penydessian  sduruh  kewgiban  kantor di bawah
Kantor Cabang Syaiah kepada nasdbah dan pihak lannya tdah
didessikan dan gpabila terdapat tuntutan di kemudian hai  menjadi
tanggung jawab pemimpin Kantor Cabang induk untuk dan aas nama
Bank.

(4) Pelaksanaan ...
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(4) Pdaksanaan penghentian  Kegiaglan Kas di  luar Kantor Bank  wagib
dilgporkan oleh Bank kepada Bank Indonesa sdambat-lambatnya 10
(sepulun) hari s#dah tanggd penghentian Kegiatlan Kas di luar  Kantor
Bank.

Pasal 34

(1) Penutupan Unit Syarigh dan Kantor Cabang aau Kantor Cabang Pembantu
Bank dimana Unit Syarigh betempat sdbagamana dimeksud ddam Pesd
25 aya (3) hanya dapat dilakukan dengan izin Dewan Gubernur Bank
Indonesia

(2) Pamberian izin sshagamana dimaksud ddam ayat (1) dilakukan ddam dua
tahap:

a pesyuan prindp, Yyatu pesdujuan  untuk  meakukan  perdapan
penutupan  Unit Syariah dan Kantor Cabang aau Kator Cabang
Pembantu Bank dimana Unit Syariah bertempat; dan

b. perstujuan penutupan, Yyatu pesgujuan untuk  meakukan  penutupan
Unit Syarigh dan Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank
dimana Unit Syariah bertempat.

(3) Permohonan  untuk memperoleh persstujuan prindp  sebagamana  dimaksud
ddam aya (2) huruf a digukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank
Indonesia dan wgib dilampiri dengan:

a dasan penutupan; dan

b. langkahtlangkeh yang akan dilakukan ddam rangka penydesaan
suruh kewgiban Unit Syariah dan Kantor Cabang aau Kantor Cabang
Pembantu Bank dimana Unit Syarish bertempat kepada nasabah dan
pihak lainnya;

(4) Pemohonan untuk  memperolen persgyjuan penutupan  sebagamana
dimeksud ddam ayat (2) huruf b digukan oleh Bank kepada Dewan
Gubernur Bank Indonesa setdah Bank memperoleh persatujuan pringdp,
danwgib dilampiri dengan:

a bukti penydesaian kewgjiban kepada nasabah serta pihak lainnya; dan

b. sura pernyataan dari Direkd Bank bahwa langkahlangkeh penydesaian
sduruh kewgjiban kepada nasabah dan pihak lain tdah disdesakan den
godbila  terdgpat  tuntutan  dikemudian  hai  menjadi  tanggungjawab
Direks Bank untuk dan atas nama Bank.

(5) Apatila...
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(5) Apabila dipandang perlu Bank Indonesa meakukan pemeriksaan kepada
kantor Bank ddam rangka menditi penydesdan sduruh  kewgiban  Unit
Syariah dan Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank yang akan
ditutup.

(6) Parsdtyjuan  aau  penolekan  aas  pemohonan  persgujuan  prindp  dan
perseiujuan  penutupan  Unit  Syarish dan Kantor Cabang aau  Kantor
Cabang Pembantu Bank sebagamana dimeksud ddam ayat (3) dan aya (4)
mesng-mesing diberiken ddam baas waktu sdambat-lambanya 15 (lima
beas) hai sgdah dokumen permohonan diterima secara lengkep termasuk
hasl pemeriksaan sdbagamana dimeksud ddam ayat (3) gpabila dilakukan
pemeriksaan.

(7) Pdaksanaen penutupan Unit Syarish dan Kantor Cabang aau Kantor
Cdbang Pembantu Bank yang tdah mendapat persstujuan  penutupan
ssbagamana dimeksud ddam ayat (6) wgib dilaksanakan  sdambat-
lanbetnya ddam jangka wektu 30 (tiga puluh) hai sgak  tanggd
persetujuan penutupan.

(8) Penutupan kantor dimeksud ddam ayat (1) wagib diumumkan oleh Bank
ddam sura kabar yang mempunya peredaran luas ditempat  kedudukan
Kantor Bank sdambat-lambanya 10 (sgpuluh) hai  sadah  tanggd
persetujuan penutupan dari Dewan Gubernur Bank Indonesa

(9) Pelaksanaan penutupan Unit Syarish sebagaimana dimeksud ddam ayat (7)
wgib dilgporkan kepada Bank Indonesa sdambat-lambatnya ddam jangka
waktu 10 (sgpuluh) hari sstelah tanggd penutupan.

BAB VI
PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR

Pasal 35

(1) Pemindahan damat Kantor Cabag Syariah hanya dgpa dilakukan dengan
izin Dewan Gubernur Bank Indonesa

(2) Permohonan izin ssbagaimana dimeksud ddam aya (1) digukan oleh Bank
kepada Dewan Gubernur Bank Indonesa sebdum  pemindahan  damat
dlilaksanakan.

(3) Pamohonan izin pemindahen damat Kantor Cabang Syariah sebagamana
dimaksud dalam ayat (1) waib disertal dengan:
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a dasan pemindahan damat dan rencana persgoan operasond  Kantor
Cabang Syaiah;

b. rencana penydessian aau pengdihen tagihan dan  kewgiban Kantor
Cabang Syariah; dan

Cc. hadl gud kdayaken di tempat kedudukan bau yang sekurang-
kurangnya memuat potens ekonomi, peuang pasar, tingkat persaingan
yang seha antar bank yang mdakukan Kegiatan Usadha Berdasarken

Prindp Syaiah den tingkat kgenuhen jumlah bank yang meakukan
K egatan UsahaBerdasarkan Pringp Syariah.

(4) Pemindahan damat Kantor Cabang Syariah yang dilakukan:

a d jdan yang sama daau loked yang bedekaan wgib memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf g

b. ddam sau wilayah keja Kantor Bank Indonesa wgib memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud daam ayat (3) huruf adan huruf b;

c. d Ilua wilayah keja Kaitor Bank Indonesa sebdumnya, wagib
memenuhi  ketentuan  penutupan  Kantor Cabang  sebagaimana  dimaksud
ddam Pasd 32 dan pembukaan Kantor Cabang Syaiah sebagamana
dimaksud dalam Pasdl 27.

(5) Ddam rangka memberikan persstujuan aau penolekan aas permohonan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Bank Indonesia me akukan:

a. penditian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan

b. andiss yag menckup antara lan tingkat persangan yag seha antar
bank yang mdakukan Kegiadan Usdha Bedasaken Prindp Syariah,
tingkaa kgenuhen jumlah bank yang mdakukan Kegidan Usdha
Beadasarkan Prindp Syarish dan  pemerataan  pembangunan  ekonomi
nesond.

(6) Apabila diperlukan, Bank Indonesa dgpat mdakukan pemeriksaan untuk
mendliti perdgpan pemindahan adama kantor dan kebenaran dokumen yang
disampaikan.

(7) Parstyjuan aau penolakan atas permohonan sebagaimana dimeksud ddam
aya (3) diberikan sdambat-lambatnya ddam jangka wektu 30 (tiga puluh)
hai sadah dokumen permohonan diterima  secara  lengkgp  termasuk
pemeriksaan sebagaimana dimaksud daam ayat (6).

(8) Pemindhan ...
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(8) Pemindahan damat kantor yang tdah mendgpat persetujuan  sebagamana
dimaksud ddam ayat (7) wgib dilaksangkan sdambeat-lambatnya 30 (tiga
puuh) hai sgak tanggd pembeian izin dai Dewan Gubenur Bank
Indonesia

(9) Pdaksanaan pemindahan dama kantor sebagamana dimeksud ddam ayat
(8 wgib diumumkan oleh Bank ddam sura kébar yang mempunya
peredaran luas di tempat kedudukan Kantor Cabang Syarish sdambat-
lambatnya ddam jangka wektu 10 (sspuluh) hari  sebdum  tanggd
pelaksanaan pemindahan damat kantor.

(10) Pdaksanaan pemindahan adamat kantor wajib dilgporkan oleh Bank kepada
Bank Indonesa sdambat-lambanya sdamba-lambanya ddam  jagka
waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggd pelaksanaan pemindahan damat.

(11) Apabila sstdah jangka wektu sebagamana dimeksud ddam aya (8), Bank
tidek meaksanakan pemindahan dama kantor, Dewan Gubernur Bank
Indonesa membeatakan izin yang tdah dikduarkan.

Pasal 36

(1) Rencana pemindahan dama kantor di bawah Kantor Cabang Syariah dan
Kegiatan Kas di luar Kantor Bank di ddam negeri wgib dilaporkan oleh
Bank kepada Bank Indonesa sdambat-lambatnya ddam jangka waktu 30
(tigapuluh) heri sebelum pe aksanaan pemindahan damat kantor.

(2) Lgporan rencana pemindahan damat sebagamana dimeksud ddam ayat (1)
wgjib disartal dengan:
a dasan pemindahan dama dan rencana persgpoan operasond kantor di
bawah Kantor Cabang Syariah dan Kegiatan Kas di luar Kantor Bank;

b. rencana penydessian aau pengdihan tagihan dan kewgiban kantor di
bawvah Kantor Cabang Syariah dan Kegiatan Kas di luar Kantor Bank;
dan

Cc. hesl dudi kdayakan kantor di bawah Kantor Cabang Syariah dan
Kegiadan Kas di luar Kantor Bank di tempat kedudukan baru yang
sekurang-kurangnya  memuat  tingkat  kgenuhen  jumlah  bank  yang
melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prindp Syariah.

(3) Pemindahan dama kantor di bawah Kantor Cabang Syaiah di ddam
negeri sehegaimana dimaksud daam ayat (1), yang dilakukan:

a d jdan yang sama dau loked yang bedekatan wagib memenuhi
persyaratan sebagamana dimaksud ddam ayat (2) huruf &
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b. ddam sau wilayah keja Kantor Bank Indonesa wgib  memenuhi
persyaratan sebagaimanadimaksud ddam aya (2) huruf adan huruf b;

C. d luar wilayah keja Kattor Bank Indonesa sebdumnya  waib
memenuhi  ketentuan penutupan kantor di bawah Kantor Cabang Syariah
sebagaimana dimaksud daam Pasd 33 dan pembukaan kantor di bawah
Kantor Cabang Syariah sebagamana dimeksud dadam Pasd 28, 29 dan
30.

(4) Pemindahan damat Kegiagdan Kas di luar Kantor Bank di ddam negeri
sebagamana dimaksud dalam ayat (1), yang dilakukan:

a d jdan yang sama dau loked yang bedekaan wagib memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud ddam ayat (2) huruf &

b. ddam sau wilayah keja Kaitor Bank Indonesa wagib memenuhi
persyaratan sebagaimanadimaksud daam ayat (2) huruf adan b;

c. d luar wilayah keja Kaitor Bank Indonesa sebdumnya  wgib
memenuni ketentuen  penghentian  Kegiatan Kas di luar Kantor Bank
sebagaimana dimaksud daam Pasd 33 dan pembukaan Kegiatan Kas di
luar Kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasd 31.

(5) Pemindahan damat kantor di bawah Kantor Cabang Syarieh dan Kegiaan
Kas di luar Kantor Bank di ddam negeri sebagamana dimaksud ddam ayat
(1) waib dilaksanakan sdambat-lambatnya ddam jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari setelah tanggd penegasan dari Bank Indonesa

(6) Pdaksanaan pemindahan damat kantor di bawah Kantor Cabang
sebagamana dimeksud ddam aya (3) huruf ¢ wgib diumumkan oleh Bank
ddam sura kabar yang mempunya peredaran luas di tempat kedudukan
Kantor Cabang induknya sdambat-lambainya ddam jangka waktu 10
(sepuluh) hari sebdum tanggd peaksanaan pemindahan damat kantor.

(7) Pdaksneen pemindahan damat kantor di bawah Kantor Cabang dan
Kegiatan Kas di luar Kantor Bank di ddam negeri wgib dilaporkan oleh
Bank kepada Bank Indonesa sdambat-lambainya ddam jangka wektu 10
(sepuluh) hari stelah tanggd pd aksanaan pemindahan damat.

BAB VII ...



-35-

BAB VII
PENINGKATAN DAN PENURUNAN STATUSKANTOR

Pasal 37

(1) Peningkatan datus dari kantor di bawah Kantor Cabang Syaiah menjadi
Kantor Cabang Syariah hanya dapat dilakukan dengan cara menutup kantor
di bavah Kantor Cabang Syarish dengan memenuhi ketentuan Pasd 33 dan

dikui dengan membuka Kantor Cabang Syaiah dengan  memenuhi
ketentuan sebaga mana dimaksud ddam Pasdl 27.

(2) Peningkatan datus dari Kegiatan Kas diluar kantor Bank Syariah menjadi
kantor di bawah Kantor Cabang Syariah hanya dapat dilakukan dengan cara
menghentikan Kegiatan Kas diluar kantor Bank Syarish dengan memenuhi
ketentuan Pasd 33 dan diikuti dengan membuka kantor di bawah Kantor
Cabang Syaiah dengan memenuhi  ketentuan sebagaimana dimeksud dalam
Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30.

Pasal 38

(1) Penurunan daus dai Kantor Cabang Syarish menjadi kantor di bawah
Kantor Cabang Syariah hanya dapat dilakukan dengan cara menutup Kantor
Cdbang Syaiah dengan memenuhi ketentuan Pasd 32 dan diikuti  dengan
membuka kantor di bawah Kantor Cabang Syariah dengan memenuni
ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 28, 29 dan 30.

(2) Penurunan datus dari kantor di bawah Kantor Cabang Syarigh menjadi
Kegigan Kas di luar Kantor Bank Syariah hanya dapat dilakukan dengan
caa menutup kantor di bawah Kantor Cabang Syarish dengan memenuhi
ketentuan Pesd 33 dan diikuti dengan membuka Kegiatan Kas di luar

Kantor Bank Syaiah dengan memenuhi  ketentuan sebegamana dimaksud
dalam Pasdl 31.

BAB VIII ...
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BAB VIII
LAIN-LAIN

Bagian Pertama
Pgabat Eksekutif, pemimpin Unit Usaha Syariah,
pemimpin Kantor Cabang Syariah dan Dewan Pengawas Syariah

Pasal 39

(1) Pengangkatan dau penggantian Pgabat  Eksekutif, pemimpin Unit  Usaha
Syaiah aau Kantor Cabang Syariah wgib dilgporkan oleh Bank kepada
Bank Indonesa sdamba-lambatnya 10 (sgpuluh) hai  sgdah  tanggd
pengangkatan  efektif dan disata  dengan  dokumen den  identitas
sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf d dan huruf f.

(2) Pengangkatan dau penggantian Dewan Pengawas Syarish wgjib dilaporkan
secara tertulis kepada Bank Indonesa sdambat-lambatnya 10 (sspuluh) heri
stdah tanggd pengangkatan  efektif dan diserta dengan  dokumen identitas
sebagamana dimaksud ddam Pasd 3 aya (1) huruf | den surat persetujuan
Dewan Syariah Nasondl.

(3) Apabila berdasarkan penilaian dan penditian Bank Indonesa, Pgabat
Eksekutif, pemimpin Unit Ussha Syarish aau pemimpin Kantor Cabang
Syaiah temesuk ddam ddftar  orang-orang  yang dilaang  menjadi

pemegang ssham, Pemegang Saham  Pengenddi, pengurus, Pgabat
Eksekutif bank dan atau Bank Perkreditan Rakyat maka Bank wagib segera
memberhentikan yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Akuntans dan Pelgporan

Pasal 40

(1) Sgem akuntans Kantor Cabang Syaiah mengacu  kepada Standar
Akuntand Keuangan Syariah.

(2) Ddam hd Sandar Akuntand Keuangan Syariah sebagamana dimaksud
ddam aa (1) bdum dbelakukan, Kantor Cabang Syaiah wgib
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menggunekan Standar Akuntans  Keuangan yang belaku segpanjang sgdan
dengan Pringp Syariah.

(3) Bank yang memiliki Kantor Cabang Syariah waib:

a memiliki pencatatan dan pembukuan tersendiri untuk  Kegiatan Usaha
Berdasarkan Prindp Syariah;

b. menyusun lgporan  keuangan Kegiatlan Usdha Bedasakan  Pringp
Syariah; dan

Cc. memasukkan lgporan keuangan sebagamana dimeksud ddam huruf b
ke dalam laporan keuangan konsolidas.

Pasal 41
(1) Unit Syariah wgib menggunakan Standar Akuntans Keuangan Syariah.

(2 Ddam hd Sandar Akuntans Keuangan Syarish ssbagamana  dimeksud
ddam aya (1) bdum dberlakukan, Unit Syaiah wagib menggunakan
Sandar  Akuntand  Keuangan yang belaku sepanjang sgdan dengan
Pringp Syarieh.

(3) Unit Syaiah wgib:

a memiliki pencatatan dan pembukuan yang terpissh dai kantor Bank

dimana Unit Syariah berada; dan
b. menyusun lgporan  keuangan Kegiatlan Usdha Bedasakan  Pringp
Syaiah.
Bagian Ketiga

Administras Dokumen

Pasal 42

(1) Bank wgjib mengadministrasikan dengan tertib:
a ddaftar pemegang stham dan perubshannya bagi Bank yang berbentuk
hukum Perseroan Terbatas/ Perusahaan Daerah; atau

b. buku daftar anggota dan perubahannya bagi Bank yang berbentuk
hukum Koperas.

(2) Bak ...
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(2 Bankk yang tdah terdeftar di pasar modd wagib memperbaharui  daftar
sebagamana dimaksud daam ayat (1) huruf a

Pasal 43

Bank Indonesa tidek memberikan persgtujuan a@as permohonan izin yang tidek
sesud dengan ketentuan, tata cara dan persyadtan yang diatur ddam Perauran
Bank Indonesaini.

Pasal 44

(1) Bank waib menyampakan perubahan dokumen sebagaimana dimaksud
ddam Pasd 3 aya (1) huruf e, huruf g dan huruf h, pada:
a Sigp akhir tahun gpabilaterjadi perubahan; dan
b. sdtigp saat gpabilaterjadi perubahan yang bersfa materid.

(2) Penyampaian dokumen sebegamana dimeksud ddam aya (1) wagib
disampakan kepada Bank Indonesa sdambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari sgak jangkawaktu yang ditetapkan.

Pasal 45

Bank wagib menjamin kebenaran dokumen aau identitas yang dikduarkan
oeh ingdans tekat aau pihak ketiga yang disampakan kepada Bank
Indonesa

BAB IX
SANKSI

Pasal 46

(1) Bank yang tidek menaati ketentuan ddam Pasd 2 aya (1) dan aya (2),
Pasd 5 ayat (2), Pad 8 aya (1), aya (4), ayat (6) dan ayat (7), Pasd 9,
Pasd 10, Pasal 11, Pasd 12 ayat (3), Pasal 13, Pasd 14, Pasal 15 ayat (1),
Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (3), ayat (6) dan ayat (7), Pasd 21, Pasd 22,
Pasd 23 ayat (5), Pasd 24, Pasal 25 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2),
Pasal 28, Pasd 29, Pasd 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasd 31 ayat (1),
aya (2) dan aya (5), Pasd 32 ayat (1) dan ayat (7), Pasd 33 aya (1) dan

aya(2) ...
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ayat (2), Pasd 34 ayat (1) dan ayat (7), Pasd 35 aya (1), ayat (2) dan ayat
(4), Pasd 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan aya (5), Pasd 37, Pasa 38,
Pasad 39 ayat (3), Pasd 40, Pasd 41, Pasd 42, Pasd 44 ayat (1) dan Pasa
45 dikenskan sankd adminidratif sesua dengan Pasdl 52 Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagamana tdah diubah dengan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

(2) Bank yang tidek menaati ketentuan ddam Pasd 8 aya (2) dan aya (6),
Pasal 20 ayat (4), Pasal 23 ayat (6), Pasal 27 ayat (8), Pasal 30 ayat (5),
Pasal 31 ayat (6), Pasd 32 ayat (8) dan ayat (9), Pesd 33 ayat (3) dan ayat
(4), Pasdl 34 ayat (8) dan ayat (9), Pasd 35 ayat (9) dan ayat (10), Pasad 36
aya (6) dan aya (7), Pasd 39 ayat (1) dan aya (2) dan Pasd 44 ayat (2)
dikensken sanks adminigratif sesua Pasd 52 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan sebagamana tdah diubah dengan Undang-
undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa:

a teguran tertulis dan kewgiban membayar sebessr Rp 1.000.000,00 (satu
jua rupiah) per hai kdambatan untuk setigp lgporan dan  aau
pengumuman;

b. teguran tertulis dan kewgiban membayar sebesar Rp 30.000.000,00
(iga pulun juta rupiah) gpabila Bank tidek menyampakan lgporan dan
atau pengumuman.

(3) Bank dinyataken tidek menyampakan lgporan dan aau  pengumuman
sbagamana dimeksud ddam aya (20 huruf b godbila Bank bdum
menyampalkan lagporan dimaksud setdlah 30 (tiga puluh) hari sgak batas
akhir penyampaian lgporan dan atau pengumumean.

(4) Setigp pihak yang tidek menaati ketentuan Pasd 12 ayat (2), Pasd 21 aya
(1) dan Pasd 27 ayat (1) dapat dikenakan sanks pidana sesua dengan Pesd
46 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Permohonan izin yang digukan sebdum berlakunya Peraiuran Bank Indonesa

in wgib disesuakan dengan persyardan dan dokumen sebagamana diaur
daam Peraturan Bank Indonesaini.
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BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesa ini meka samua ketentuan yang
mengaur tentang Bank Umum Konvensond yang medakukan Kegiatan Usaha
Berdasarkan Prindp Syariah sebagamana  ditetapkan ddam  Perauran  Bank
Indonesa No. 2/27/PBI/2000 tangga 15 Desember 2000 dinyatakan tidak
berlaku

Pasal 49
Peraturan Bank Indonesiaini berlaku sgak tanggd ditetgpkan.

Ditetepkandi : Jakarta
Padatanggd : 27 Maret 2002

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2002 NOMOR 14

BPS
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 4/1/PBI/2002
TENTANG

PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BANK UMUM KONVENSIONAL
MENJADI BANK UMUM BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

DAN

PEMBUKAAN KANTOR BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
OLEH BANK UMUM KONVENSIONAL

UMUM

Sgak dikduakannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun
1998, perkembangan bank yang medaksanakan Kegiaan Usdha Berdasarkan
Pringdp Syaiah cukup menggembirekan wdaupun secara persentase  pangsa
pasanya terhedap bank yang medakuken kegigan ussha secara konvensond
mesh rdatif kedil.

Beadasakan hasl penditian das potends dan preferens  masyarekat
terhadgp bank yang meakukan Kegiaan Usaha Berdasarkan Prindp Syariah,
diketahui potend pasar bank yang mdakukan Kegiagan Usaha Berdasarkan
Pindp Syaiah sangat besr, mengingat terdgpat  sebagian  masyaraka
Indonesa yang tidek bersedia menggunakan jasa Bank yang kegigan usahanya
berdasarkan suku bunga.

Disamping itu menginga perkembangan bank Berdasakan  Pringp
Syaiah ini mash ddam tahgp awd, meka pelu dilakuken penyesuaan
terhadgp kebijakean yang mengaur mengena Bank Umum Konvensond yang
meakukan Kegigdan Ussha Beadasatkan Pringp Syaish  ssbagamana tdah
diatur daam Peraturan Bank Indonesa No. 2/27/PBI/2000 tanggd 15
Desember 2000 tentang Bank Umum. Perubahan-perubahan dimeksud antara
lan pesyaaan pembukaan kantor di  bawah Kantor Cabang Syariah,
pemindahan damat kantor Bank yang meakukan Kegiatan Ussha Berdasarken
Pringp Syaiah dan pembukean Kantor Cabang Syarish medui  pembukaen
Unit Syariah terlebih dahulu oleh kantor Bank.
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Kebijakan terscbut dimaksudken sebaga upaya Bank Indonesia untuk

mendorong  percepatan  pertumbuhan  jaringan kantor Bank  Umum
Konvensond yang medakuken Kegiaan Ussha Berdasatkan Prindp  Syariah
dalam rangka memperluas jangkauan layanan kepada masyarakdt.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angkal

Cukup jelas.
Angka 2

Cukup jelas.
Angka3

Cukup jelas.
Angka4

Cukup jelas.
Angka5

Cukup jelas.
Angka 6

Cukup jeas.
Angka7

Termasuk dalam pengertian Kantor Kas addah kantor Bank yang
meakukan kegiadan pdayanan kas dengan dama tempa ussha
yag jdas dan tetgp seta membeikan pdayanan  terhadap
nessbah bau, sdan kegiagan pamean untuk promos  yang
bersfat tidek tetap.

Angka8

Cukup jelas.
Angka 9

Cukup jeas.

Angkalo...



Angka 10
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimeksud dengan kegidan pdayanan pembayaran
addah kegigan pembayaran maupun penyetoran transsks
tetentu antara lan mdiputi  pembayaan ggi  pegava,
penerimaan setoran biayalistrik dan biayateepon.

Huruf ¢

Tamasuk ddam pengatian ATM  addah  pembukaan

jaingegn  ATM  yang dilskukan dengan  pemanfastan
teknologi mddui kerjasama dengan Bank lain.

Angka 11

Cukup jelas.
Angka 12

Cukup jelas.
Angka 13

Cukup jelas.
Angka 14

Cukup jelas.
Angka 15

Yang dimeksud Peabat Eksekutif addah pgaba satu tingkat di
bawah Direkd.

Angka 16

Termasuk ddam pengetian perorangan addah beberapa orang
dengan hubungan kduarga sampa dengan dega kedua dan
besan yang secara bersama-sama memiliki ssham Bank.

Y ang dimaksud dengan kelompok usaha addah:
a. perorangan dan badan hukum;

b. bebergpaorang; atau

Cc. bebergpabadan hukum

yayg ...
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yang memiliki  keterkatan

hubungan keuangan.

kepengurusan,

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jeas.
Aya (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Huruf adan b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Angka4

Tidek termasuk  dadam
anggota dewan Komisaris gpabila

rangkap

kepemiliken  atau

jabdtan  bag

a. mendakan tuges fungsond dai pemilik Bank
yang berbentuk badan hukum; atau

b. merangkap jabatan  pada
lembega nirlaba,

spanjang  yag beasangkutan  tidek  mengabaikan
peaksanean tuges dan tanggung jawab Sebaga
anggota dewan Komisaris Bank.

Yang dimaksud dengan bank ddam ayat ini addah
bank umum konvensond dan syariah.

Angkas

Ketentuan ddam ayat ini dimaksudken agar setigp
anggota Direks  tidesk mdakukan kegiagan yang
depat menganggu  pelaksaneen tuges den  tanggung
jawab sebagai Direks Bank.

organissd aau

Angkab ...



Angka 6

Hubungan kduarga sampa dengan dega  kedua
addah hubungan bak ddam gais lurus maupun
gais ke samping, termasuk mertua, menantu  dan

ipar, sehingga yag dimeksud dengan  kduaga
meliputi sebagai berikut:

orang tua kandungftiri/angkat;
saudarakandung/tiri/angket;

uamifigri;

anak kendung/tiri/angke;

suamifidri dari anak kandungftiri/angket;
kakek/nenek kandung/tiri/angket;

cucu kendungftiri/angkat;

saudara kandung/tiri/angkat dari suami/igri;
suami/idri dari saudara kandungftiri/angkat;
10. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;
11. mertua

Yang dimeksud dengan mayoritas addah lebih dari
50% (lima pulun pesgaus) dai sdurunh  jumlah
anggota dewan Komisaris.

Angka7
Hubungan kduarga sampa dengan dega  kedua
addah hubungan bak ddam gais lurus maupun
gais ke samping, temasuk metua menantu dan
ipa, shingga yang dimeksud dengan  kduarga
meliputi sebagai berikut:

orang tua kandungftiri/angkat;

saudarakandung/tiri/angkat;

Uamifidri;

anak kandung/tiri/angkat;

uamifigri dari anak kendungfftiri/angkat;

kakek/nenek kandung/tiri/angkat;

© ®© N o a bk wDdPRE

o Uk~ 0w DN PP



-46-

7. cucu kendungftiri/angkat;

8. saudarakandungftiri/angkat dari suami/idri;
9. suamifigtri dari saudara kendung/tiri/angk;
10. saudara kendungtiri/angkat dari orang tug;
11. mertua

Yang dimeksud dengan mayorites addah lebih dari
50% (lima puluh perseratus) dai sduruh  jumlah
anggota Direks.

Angka 8

Yang dimaksud dengan peusdheen lan attara lan
mdiputi  perussheanperusshaen lan di luar Bank
yang bersangkutan seperti lembaga keuangan  bank
dan  nonbank, lembaga pembiayaan  aau
perusahaan.

Huruf d

Susunan dan  druktur organisses sarta persondia antara
lan mdiputi organization chart, gais tahggung jaweb
horizontadl dan vetikd sata jabaan dan  nama-nama
persondia sekurang-kurangnya sampa dengan  tingkaan
Pgabat Eksekutif.

Huruf e

Corporate Plan ataa lan mdipui rencana-rencana
drategis Bank jangka merengeh (tiga tahunan) den jangka
panjang (lima tahunan) ddam rangka pencgpaan tujuan
perubshan kegiatan ussha dai Bank konvensond menjadi
Bank yang mdakukan Kegiatlan Ussha Berdasarken
Pringp Syariah.

Cukup Jdas.

Huruf g

Pedoman mangemen rigko antara lan memua teknik dan
metode yang digunsken Bank untuk  mengidentifikag,

mengandids  mengukur, memantau  dan  mengenddikan
rigko-rigsko yang timbul ssbaga akibat operasond Bank

berdasarkan ...
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berdesarkan  Prindp Syariah. Pedoman mangemen risko
tidek hanya didesarken aas daa higoris namun mencakup
juga proyekd risko yang akan datang (forward looking).

Huruf h

Termasuk ddam sdem dan prosedur kerja addah buku
pedoman (manual) yang lengkap dan komprehensf yang
akan digunsken untuk Kegidan Usaha Berdasarkan
Prindp Syariah.

Huruf i

Penyelessian  kewgiban kepada nasdbah yang tidak
bersedia menjadi  nassbah Bank  berdasarkan  Pringp
Syaieh dgpat dlskukan antara lan mddui  pengdihan
suruh  kewgiban kepada Bank lan aau  pihak lan
dengan persetujuan nasabah.

Huruf
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jdas.
Huruf b
Angkal sampa dengan angkab
Cukup jdas.
Angka 6
Y ang dimaksud dengan kelompok usaha adalah:
a. perorangan dan badan hukum;
b. bebergpaorang; atau
c. bebergpa badan hukum,

yang memiliki keterkaitan kepengurusan,
kepemilikan atau hubungan keuangan.

Kewgiban menyampaiken data mengena  srukiur
kdlompok ussha dikecudikan ddam hd pemilik
Bank addah Pemeintah Pusat, Pemerintah Daerah
aau Badan Khusus ssbagamana dimaksud ddam
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Pasd 37A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Peabankan  sdbagamena  tdah  diubah
dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Apabila terdgpat  pemilik lan maka kewgiban
menyampaikan struktur kelompok usaha
diberlakukan bagi pemilik lain terssbut.

Angka7

Aya (1)
Cukup jeas.

Aya (2)

Huruf a

Sura  pemnydaan Pemegang Sdham Pengenddi
berbentuk badan hukum dibuat dan disampaikan
oeh pengurus yang mempunya wewenang  untuk
mewakili badan hukum yang bersangkutan.

Ddan hd Bank meupskan bagian  dai
kepemilikan suatu kdompok usaha meka surat
penyataan disampakan oleh  pihak-pihek  yang

berdasarkan penilaian Bank Indonesa
mengenddikan bak secara langsung maupun  tidak
langsung atas suruh kelompok ussha

Kewgiban menyampakan surat pernyaaan  ddam
angka ini dikecudiken ddam hal Pemegang Saham
Pengenddi addah Pemeintah Pusat, Pemerintah
Dagrah aau Badan Khusus sebagamana dimeksud
dadam Pasa 37A Undang-undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan sebagamana tdah diubah
dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Apabila dipelukan ddam rangka penditian  aas
kebenaran dokumen, Bank Indonesa dapat melakukan
pemeriksaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c...



Huruf ¢
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Wawancara dilakukan terhadap:

a. pihak-pihak yang bdum penah bekeja dan aau

menjadi Pemegang Saham  Pengenddi  di  lembaga
perbankan yang melakukan Kegiaan Usaha
Berdasarkan Pringp Syariah; atau

. pihak-pihak yang pernah bekeja dan aau menjadi

Pemegang Saham Pengenddi di  lembaga perbankan
yang meakukan Kegiadan Usde Berdasarkan Prinsp
Syaish yang mash dpelukan keterangan lebih lanjut
mengena  integrites  dan  aau  kompalens  yag
bersangkutan.

Maei wawvancaa attaa lan  mdipui  masdah
integritas dan atau kompetend.

Ddan hd cdon Pemegang Sadhan Pengenddi Bank
yang meakukan Kegiatlan Ussha Berdasakan Pringp

Syaiah berbentuk badan hukum aau yayasan maka
wawancara  dilekukan  terhadgp  anggota  pengurus
badan hukum aau yayasan aau pgabat yang diberikan
wewenang mewakili badan hukum aau yayasan yang
bersangkutan.

Ddam hd Bank merupskan bagian dai  kepemiliken
suatu kelompok usasha maka wawancara terhadap caon
Pemegang Saham  Pengenddi  dilakukan  terhadep
pihak-pihek  yang  beadasaken  penilaan  Bank
Indonesa  mengenddiken  bak  scaa  langung
meaupun tidak langsung atas seuruh kelompok usaha

Ddam hd cdon Pemegang Saeham Pengenddi addah
Pemerinteh dau Pemerinteh Dagrah  maka  tidek
dilakukan wawancara terhadgp cdon Pemegang Saham
Pengenddli.

Ddam hd tidak terdgpat cdon Pemegang Saham
Pengenddi maka wawancara dilakukan  terhadep
pemegang stham  pendiri tertentu  berdasarkan
penilaian Bank Indonesia

Aya (3)...



Ayat (3)
Cukup jeas.
Pasd 5
Ayat (1)
Cukup jeas.
Aya (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jeas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Apabila diperlukan ddam  rangka

penditian  aas

kebenaran dokumen, Bank Indonesa dapat melakukan

pemeriksaan.
Huruf b
Wawancara dilakukan terhadap:

a pihak-pihak yang bdum penah bekeja dan aau
menjadi Pemegang Sdhan  Pengenddi  di lembaga

perbankan  yang melakukan
Berdasarkan Pringp Syariah; atau

Kegiaan Usasha

. pihak-pihak yang penah bekeja dan aau menjadi

Pemegang Saham Pengenddi di  lembaga perbankan
yang meakukan Kegiagan Usdha Berdasarken Pringp
Syaiah yang mash diperlukan keterangan Iebih lanjut
mengena integrites dan  dau  kompetens  yang
bersangkutan.

Materi ...



Pasd 8
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Maeai wawvancaa attaa lan  mdipui  masdah
integritas dan atau kompetens.

Ddam hd cdon Pemegang Saeham Pengenddi Bank
yang meakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prindp
Syaiah berbentuk badan hukum aau yayasan maka
wawancara  dilekukan  terhadgp  anggota  pengurus
badan hukum aau yayasan aau pgabat yang diberikan
wewenang mewakili badan hukum aau yayasan yang
bersangkutan.

Ddan hd Bank merupekan bagian dari  kepemilikan
suatu kdlompok ussha maka wawancara terhadap caon

Pemegang Saham  Pengenddi  dilakuken  terhadep
pihek-plhak  yang  bedasakan  penilaan Bank

Indonesa  mengenddiken  bak  scaa  langung
maupun tidak langsung atas seluruh kdompok ussha

Ddam hd cdon Pemegang Saham Pengenddi addah
Pemeintah aau Pemerinteh Dagrah meka  tidek
dilakukan wawancara terhadap cadon Pemegang Saham
Pengenddli.

Ddam hd tidk tedgpa cdon Pemegang Saham
Pengenddi meka wawancara dilakukan  terhadap
pemegang ssham  pendini tetentu  berdasarkan
penilaian Bank Indonesa

Ayat (1)

Cukup jelas.
Avat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jeas.
Aya (4)

Ddan rangka mempeaoeh  pestujuan nassbah  untuk
penyedesaan sduruh hek dan  kewgiban debitur dan  kreditur
sbagamana dimaksud ddam aya ini, Bank dgpat meakukan
pemberitahuan/pengumuman  kepada  kreditur dan  debitur  secara
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langung den d@au mddui media massa mengena konvers  hak
dan kewgiban dai kegiagan ussha konvensond —menjadi
K egiatan Usaha Berdasarkan Pringp Syariah.

Ayat (5)
Cukup jeas.
Ayt (6)

Bukti pendukung sebagamana dimeksud ddam ayat ini dapat
berupa bukti kesanggupan pembayaan dai debitur sampa
dengan jangka waktu tertentu.

Ayat (7)
Cukup jeas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jeas.
Pasd 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Avat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jeas.
Aya (4)
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jeas.
Ayé (2)
Cukup jelas.

Aya (3)...



Ayat (3)

Bank hanya dgpat meakukan pembukaan Kantor Cabang Syariah
sesua dengan penegasan Bank Indonesia terhadap rencana kerja
tahunan Bank sepanjang  tidek terdapat  perubshan  kondis
keuangan yang bedgfa maeid ataa rencana keja dengan
redisss rencana keja pada saat pembukean kantor, antara lain
seperti terjadi penurunan permodaan Bank yang materid.

Aya (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jeas.
Pasal 13

Yang dimeksud dengan modd kerja ddam Pesd ini addah dana yang
disgshkan oleh kantor pusat Bank pada rekening tersendiri aas nama
Unit Usha Syaiah dan yang dipergunékan samaamata sebaga moda
dalam Kegiatan Usaha Berdasarkan Pringp Syariah.

Pada pembukuan kantor pusat Bank, dana yang disshkan untuk moda
kerjatersebut diperlakukan sebagal penempatan antar kantor.

Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Aya (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jeas.
Pasal 16
Ayat (1)
Huruf a
Cukupjdas.
Huruf b

Ddam hd Bank akan mengguneken gedung kantor yang
disswa maka untuk sEmentara dokumen  rencana
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perdgpan operasond gedung kantor dapat berupa nota

kesspakatan sewa menyewa gedung  kantor.

Perjanjian
melaporkan

pengalihen

lan aau phak lan

swa disampakan pada st Bank
pel aksanaan pembukaan kantor.
Huruf ¢ sampai dengan huruf h
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Penydesaian kewgiban kepada nasbah yang tidak
bersedia menjadi  nassbah Bank  berdasarkan  Pringp
Syaish dgpat dilakukan atara lan  mddui
sduruh  kewgiban  kepada Bank
dengan persetyjuan nassbah.
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jeas.
Aya (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jeas.
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jeas.
Avat (2)
Cukup jdas
Ayat (3)
Cukup jeas.
Pasal 19
Cukup jelas.

Pesd 20 ...



Pasa 20

Aya (1)
Apabila diperlukan ddam rangka penditian kebenaran dokumen,
Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan.

Aya (2
Ddam hd Kantor Cabang Syariah berasd dai konvers Kantor
Cabang dan aau peningkatan datus kantor di bawah Kantor
Cabang yang mdakukan kegidan ussha secara  konvensond
meka izin pembukaen Kantor Cabang Syarish menggantikan izin
dan gtatus keberadaan kantor Bank sebelumnya.

Ayat (3)
Cukup jeas.

Ayét (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayt (6)
Ddan rangka mempeaoeh  pestujuan nassbah untuk
penydesdaian sduruh hak dan  kewgiban debitur dan  kreditur
sebagamana dimeksud ddam ayat ini, Bank dgpat meakukan
pemberitahuan/pengumuman  kepada  kreditur dan  debitur  secara
langung den a@au mddui media messa mengena  konvers  hek
dan kewgiban dai kegiaan ussha konvensond —menjadi
Kegiatan UsahaBerdasarkan Pringp Syariah.

Aya (7)
Cukup jelas.

Pasd 21

Aya (1)
Cukup jeas.

Ayé (2)
Cukup jelas.

Aya (3)...



Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayét (4)
Cukup jdas.
Pasal 22
Ayat (1) dan Ayat (2)

Yang dimeksud dengan moda kerja addah dana yang disshkan
oleh kantor pust Bank pada rekening tersendiri atas nama Unit
Uscha Syaiah dan dipergunekan semaamata ssbaga  modd
kerja ddam Kegiatan Usaha Berdasarkan Pringp Syariah.

Pada pembukuan kantor pusat Bank, dana yang disshkan untuk
modd kerja terssbut diperlakukan sebaga  penempatan  antar

kantor.
Pasal 23
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jdas.
Huruf b
Kedgoan sumbedaya maenuda addah adanya petuges
yang ditunjuk secara khusus oleh Bank untuk  menangani
kegiatan operasond Unit Syariah.
Sdem &kuntand  yang ditergokan  dapat  memisahkan
lgporan kantor Bank dengan lgporan Unit Syariah.
Huruf ¢ sampal dengan huruf i
Cukup jelas
Aya (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jeas.
Aya (4)
Cukup jelas.

Aya (5)...
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Ayat (5)
Cukup jeas.
Ayt (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jeas.
Ayat (3)

Penydesdian kewgiban kepada nasdbah dan pihak lainnya dapat
dilskuken ataa lan mddui  pengdihen  sduruh  kewgiben
kepada kantor Bank aau pihak lan dengan persetujuan nasabah

atau pihak lan.
Pasdl 26
Aya (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan kecukupan pemenuhan  moda
kerja yatu pesyaaan pemenuhan modd kerja  untuk
Kantor Cabang Syariah.
Ayat (3)
Cukup jeas.

Ayat (4)...



Aya (4)

Pasal 27

Cukup jeas.

Ayat (1)

Cukup jeas.

Aya (2)

Bank hanya dgpat meakukan pembukaan Kantor Cabang Syariah
sesua dengan penegasan Bank  Indonesa terhadep rencana kerja
tahunan Bank sgpanjang tidek terdapat  perubshan  kondis
keuangan yang bedfa maeid ataa rencana keja dengan
redissd rencana keja pada ssat pembukaan kantor, antaa lan
seperti terjadi penurunan permoddan Bank yang materid.

Aya (3)

Cukup jelas.

Ayét (4)

Cukup jelas.

Aya (5)

Cukup jelas.

Aya (6)

Ddam hd Kantor Cabang Syariah berasd dari konvers Kantor
Cabang dan aau peningkatan datus kantor di bawah Kantor
Cabang yang mdakukan kegidan ussha secara  konvensond
meka izin pembukaan Kantor Cabang Syarish menggantiken izin
dan gtatus keberadaan kantor Bank sebelumnya.

Ayé (7)

Cukup jeas.

Aya (8)

Cukup jelas.

Aya (9)

Cukup jelas.

Pasal 28 ...
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Pasal 28
Aya (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jeas.
Ay (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jeas.
Pasal 29

Yang dimeksud dengan modd kerja addah dana yang disshkan oleh
kantor pust Bank pada rekening tersendiri aas nama Unit Usaha
Syaiah dan di pergunekan semda-mata sebaga moda kerja ddam
Kegiatan Usaha Berdasarkan Pringp Syariah.

Pada pembukuan kantor pusa Bank, dana yang disshkan untuk moda
kerjatersebut diperlakukan sebagal penempatan antar kantor.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jdas
Aya (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Sebedum surat penegasan dikduarkan oleh Bank Indonesia, Bank
Indonesa mdakukan penditian terhadap tingkat  kecukupan
modd Bank, tingkat kgenuhan jumlah bank yang medakukan
Kegigdan Usaha Bedasarkan Pringp Syariah, tingka persangan
antar bank yang meakukan Kegigan Usaha Berdasarkan Pringp
Syariah dan pemerataan pembangunan ekonomi nasiond.

Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jeas.

Pasal 31 ...



Pasal 31
Aya (1)

Tidak termasuk ddam Kegigan Kas di luar Kantor Bank adaah
kegiatan pameran yang dilakukan ddam rangka promod, tidak
bersfa permanen dan tidak melakukan kegiatan kas.

Ayat (2)

Kewgjiban pedaporan hanya dilakukan satu kdi pada ssat pertama
kdi Kegiatan Kas di luar Kantor Bank digukan dilokas tersebut.

Aya (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)

Sebdum surat penegasan dikduarkan oleh Bank Indonesia, Bank
Indonesa medakukan penditian terhadap tingkat  kecukupan
modd Bank, tingkat kgenuhan jumlah bank yang medakukan
Kegiatan Ussha Bedasakan Prindp Syariah, tingkat persangan
antar bank yang meakukan Kegigan Usaha Berdasarkan Pringp
Syariah dan pemerataan pembangunan ekonomi nasiond.

Aya (5)

Cukup jelas.
Ayt (6)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas
Avat (2)

Cukup jdas.
Ayé (3)

Penydesdian kewgiban kepada nassbah dan pihak lannya dapat
dilskuken ataa lan mddui  pengdihen  sduruh  kewgiben
kepada kantor Bank aau pihak lan dengan persetujuan nasabah
atau pihak lain.

Ayat (4)...
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Aya (4)

Penydesaian kewgiban kepada nasdbah dan pihak lannya dapa
dilakukan antara lan mddui  pengdihen sduruh  kewgiban
kepada kantor Bank aau pihak lain dengan persetujuan nasabah
dau pihek lan.

Bukti penydesaian kewgiban kepada nasdbah addah berupa
neaca Kator Cabang Syaiah yang menunjukkan  sduruh
kewgiban Kantor Cabang Syariah kepada nasabah dan pihak lain
tdah sHesa.

Ayat (5)

Cukup jeas.
Aya (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Yang dimaksud dengan tanggd persdujuan  penutupan  ddam
aya ini addah tanggd rencana penutupan yang dissujui oleh
Bank Indonesa

Ayat (8)

Cukup jelas.
Ayat (9)

Cukup jelas.
Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Penydlesaian kewgiban kepada nasabah dan pihak lannya dapa
dilskukan attaa lan mddui  pengdihen  sHuruh  kewagiban
kepada kantor Bank aau pihak lan dengan persetujuan nasabah
aau pihek lan.

Ayé (2)
Cukup jelas.

Aya (3)...
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Ayat (3)

Penydlesaian kewgiban kepada nasabah dan pihak lannya dapa
dilakukan antara lan mddui  pengdihen sduruh  kewgiban
kepada kantor Bank aau pihak lan dengan persetujuan nasabah
dau pihek lan.

Bukti penydesaian kewgiban kepada nasdbah addah berupa
neaca Kantor  Cabang Syaiah  yang menunjukkan sduruh

kewgiban kantor di bawah Kantor Cabang Syariah  kepada
nasabah dan pihak lain tdah sdea.

Ayat (4)

Cukup jeas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.
Avat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Penyedlessian kewgiban kepada nasabah dan pihak lannya dapa
dilskuken ataa lan mddui  pengdihen  sduruh  kewgiben
kepada kantor Bank atau pihak lan dengan persetujuan nasabah
aau pihek lain.

Aya (4)
Penydesdian kewgiban kepada nassbah dan pihak lannya dapat
dilakuken atara lan mddui  pengdihen  sduruh  kewgiban
kepada kantor Bank atau pihak lan dengan persetujuan nassbah
aau pihak lan.
Bukti penyelesaian kewgjiban kepada nasabah add ah berupa:
1. neracaKantor Cabang Bank dimana Unit Syariah berada; atau

2. neraca Kantor Cabang Bank yang menjadi induk dari Kantor
Cabang Pembantu dimana Unit Syariah berada,

yang menunjukken sduruh kewgiban dari kantor Bank  tersebut
tdah Hesa.

Aya (5)...



Ayat (5)

Cukup jeas.
Ayt (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Yang dimeksud dengan tanggd persstujuan  penutupan  addah
tanggd rencana persetujuan penutupan yang disstujui oen Bank
Indonesia

Aya (8)

Cukup jelas.
Ayat (9)

Cukup jeas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.
Avat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Huruf a

Ddan hd Bank a&an mengguneken gedung kantor yang
disaswva maka untuk sementara dokumen rencana persgoan
operasond gedung kantor dapat berupa nota kesepakatan
sawa menyewa gedung  kantor.  Pejanjian sewa
disampakan pada saat Bank mdaporkan peaksanaan
pemindahan damat kantor.

Huruf b dan huruf ¢
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jeas.
Aya (5)
Cukup jelas.

Aya (6)...



Ayat (6)

Cukupjéelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.
Ayat (8)

Cukup jelas.
Ayat (9)

Cukup jelas.
Ayat (10)

Cukup jelas.
Aya (11)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.
Avat (2)

Huruf a

Ddam hd Bank akan mengguneken gedung kantor yang
disasva maka untuk sementara dokumen rencana persigpan
operasond gedung kantor dapat berupa nota kesepakatan
sawa menyewa gedung  kantor.  Pejanjian sewa
disampakan pada saat Bank mdaporkan pelaksanaan
pemindahan dama kantor sebagamana dimeksud ddam

ayat (7).
Huruf b dan huruf ¢
Cukup jelas.
Aya (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jeas.

Aya (5)...



Ayat (5)

Ketentuan ddam  Undang-undang tentang Peabanken  yang
berlaku mewgjibkan pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang

dilgporkan terlebih  dahulu  kepada Bank Indonesia, namun
penegasan dai Bank Indonesa tetgp diperlukan mengingat sesua
dengan  Undang-undang tentang Perbankan  tersebut, Bank
Indonesa juga aken mdakukan penditian terhadgp  tingkat
kgenuhan jumlah bank yang mdakukan Kegiadan Usaha
Berdasarkan Pringp Syariah, tingkat persangan antar bank yang
melakukan Kegidan Usdha Bedasakan Prindp  Syarigh  dan
pemerataan pembangunan ekonomi nasiond.

Ayt (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jeas.
Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jeas.
Aya (2)
Cukup jelas.
Pasal 38
Aya (1)
Cukup jdlas
Ayat (2)
Cukup jeas.
Pasal 39
Ayat (1)
Yang dimeksud dengan Pgabat Eksekutif ddam Pasd ini addah
Pgaba Eksskutif yang memiliki peranan ddam pdaksanaan
kebijakan dan operasond Bank antara lain ddam kegiaan kredit,
treasury, penghimpunan dana, dan kegiatan operasiond lannya

Yang dimeksud dengan tanggd pengangkaan  efektif addah
sgak yang bersangkutan secara efektif memangku jabatannya

Avat (2) ...



Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tanggd pengangkaan  efektif  addah
sgak yang bersangkutan secara ektif memangku jabatannya

Ayat (3)

Pasal 40

Penilaan dan penditian yang dilakukan oleh Bank Indonesa
tidek dimaksudken untuk  menunda  pengangkaan  aau
penggantian Pgabat  Eksekutif, pemimpin  Unit Ussha Syariah
atau pemimpin Kantor Cabang Syariah.

Yang dimeksud dengan bank ddam aya ini addah bank umum
konvensond dan bank syariah.

Aya (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jeas.

Aya (3)

Pasal 41

Cukup jelas.

Aya (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jeas.

Aya (3)

Pasal 42

Cukup jelas.

Ayat (1)

Huruf aden b
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jeas.

Pasa 43 ...
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Pasal 43
Cukup jdas.
Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jeas.
Aya (2)
Cukup jdas.
Pasal 45
Cukup jdas.
Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.
Avat (2)
Huruf a

Jumlah sanks  kewgiban membayar dihitung berdasarkan
keterlambatan laporan.

Huruf b

Jumlah sanks  kewgiban membayar dihitung berdasarkan
lgporan yang tidak disampaikan.

Ddam hd Bank dkenskan sanks tidek menyampakan
lgporan, tidek lagi  dikenskan sanks  keterlambatan

penyampaian laporan.
Aya (3)

Batas waktu penyampaian lgporan 30 (tiga puluh) hari termasuk
batas waktu penyampaian laporan koreks.

Termasuk ddam penyampaan lgporan addah data, informas dan
dokumen yang dipersyaratkan.

Ayat (4)
Cukup jeas.
Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48 ...



Pasal 48

Cukup jdas.
Pasd 49

Cukup jelas.
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